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HALAMAN MOTTO 

   ۗ ٌَشِ ُِ٘ٔ ِٖ اُْ َٔؼِشُوِفٔ وََٗهَىِا ػَ َٓشُوِا ثِبُْ ًّٰىحَ وَاَ ِّٰىحَ وَاّٰرَىُا اُضٖ ُٓىا اُصٖ ِْ كًٔ اُْبَسِضِ اَهَب ّٰٓ٘هُ َّ ٖٓ  ْٕ َٖ أ ِاََُّزَِٔ

ُٓىِسِ – ٤١ ٚٔ ػَبهٔجَخُ اُْبُ  ؤَُِ ّٰ

 

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka 

melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan 

mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan.” 
(QS Al-Hajj Ayat 41)
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama 

Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau 

sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul 

buku dalam footnote atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan 

transliterasi. 

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional, Nasional maupun 

ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan 

Fakultas Syariah Universitas Islam negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 

menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 

0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa 

Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. 

A. Konsonan  

      ا

    ب

    ت

    ث

    ج

= Tidak dilambangkan 

= B 

= T 

= Ta 

= J 

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

= Dl 

= Th 

= Dh 

= ‘(menghadap ke atas)  

= Gh 
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    ح

     خ

 د

 ذ

 ر

 س

 س

 ش

 ص

= H 

= Kh 

= D 

= Dz 

= R 

= Z 

= S 

= Sy 

= Sh 

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 ه

 ي

= F 

= Q 

= K 

= L 

= M 

= N 

= W 

= H 

= Y 

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 

awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka 

dilambangkan dengan tanda koma di atas (‗), berbalik dengan koma (‗) untuk 

penggalian lambang ع. 

B. Vokal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal  fathah 

ditulis dengan ―a‖, kasrah dengan ―i‖, dhammah dengan ―u‖, sedangkan 

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal Panjang Diftong 

a = fathah A قا ل menjadi qala 

i= kasrah I  قيل menjadi qila  

u = dhommah U نون menjadi duna 
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Khusus untuk bacaannya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 

―i‖, malainkan tetap ditulis dengan ―iy‖ agar dapat menggambarkannya nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‘ setelah fathah 

ditulis dengan ―aw‖ dan ―ay‖. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong Contoh 

Aw = و 

Ay = ي 

ولق  menjadi qawlun 

 menjadi khayrun خيز

 

C. Ta’ marbuthah )ة( 

Ta‘ marbuthah )ة( ditransliterasikan dengan ―t‖ jika berada di tengah 

kalimat, tetapi ta‘ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan ―h‖ misalnya menjadi al-risala li-

mudarrisah, atau apabla berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari 

susunan mudhof dan mudhof ilaih, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan ―t‖ yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya 

menjadi في رحمة الله    fii rahmatillah. 

D. Kata Sandang dan Lafdzul Jalalah 

Kata sandang berupa ―al‖ (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 

terletak di awal kalimat, sedangkan ―al‖ dalam lafadh jalalah yang berada 

ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.  
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E. Hamzah  

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal 

kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: شيء – syai‟un    أمزت - umirtu 

  ta‟khudzuna - تأخذون  an-nau‟un - النون

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan 

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahara Arab harus ditulis 

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupaka 

nama Arab dari orang Indonesia ataupun bahasa Arab yang telah 

diIndonesiakan maka tidak perlu menggunakan kaidah transliterasi. 
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ABSTRAK 

Shafiyatul Mahmudah, NIM 18210042, 2022. Implementasi Pembayaran Zakat 

Properti Pemilik Rumah Kost Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi 

Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Skripsi, 

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

Pembimbing Skripsi: Abdul Azis, M.HI. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Zakat Properti, Rumah Kost, Perspektif Yusuf 

Qardhawi  

Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokaru Kota Malang merupakan daerah 

kawasan rumah kost, dengan rata-rata penghasilan 100 juta atau senilai dengan 

100 gram emas yang melebihi nisab zakat. Melihat begitu besar potensi zakat 

yang ada, serta kondisi masyarakat perkotaan dengan kemudahan mendapat 

informasi, dekat dengan ulama‘, latar belakang pendidikan dan profesi tinggi, 

maka menarik diketahui akankah seluruh pemilik rumah kost Kelurahan Dinoyo 

melaksanakan zakat properti rumah kost. Tujuan adanya penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pemahaman dan implementasi pembayaran zakat properti 

rumah kost dalam perspektif Yusuf Qardhawi oleh pemilik rumah kost Dinoyo, 

Lowokwaru, Malang. 

Peneliti menerapkan penelitian empiris dan pendekatan kualitatif yang 

akan disajikan dalam deskripsi tertulis. Adapun sumber data yag digunakan 

adalah sumber data primer dari hasil wawancara dengan tujuh informan dan 

sumber data sekunder dari buku hukum Zakat Yusuf Qardhawi. Selain itu, dalam 

pengumpulan datanya digunakan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk  

pengolahan datanya menggunakan editing, klasifikasi, verifikasi-triangulasi 

sumber, analisis, dan kesimpulan. 

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah dari ketujuh 

informan tingkat pemahaman zakat properti rumah kost empat orang paham, satu 

orang kurang paham dan dua diantaranya tidak paham. Hal ini dipengaruhi oleh 

motivasi informan untuk mencari informasi zakat properti rumah kost dan juga 

lingkungan keluarga maupun pertemanan yang membawa pengaruh pemikiran 

pun pembiasaaan. Sedangkan, berkaitan dengan implementasi zakat yang sesuai 

dengan perspektif Yusuf Qardhawi 57% informan berzakat dan 43% diantaranya 

belum berzakat. Satu diantara 43% menunaikan zakat sesuai dengan pemahaman 

pribadinya tanpa terikat haul dan nisab. Terkait indikator implementasi, secara 

sumber daya manusia dan disposisi, ada potensi wajib zakat dan komitmen 

menunaikan zakat. Karenanya perlu di dukung secara komunikasi maupun 

struktur birokrasi untuk menginformasikan secara masif kewajiban zakat dan 

mengatur regulasi yang mudah dalam penunaian zakat. Sedangkan, Solusi praktis 

dalam penunaian zakat rumah kost sendiri berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi, 

kita hanya perlu menunaikan zakat per bulan tanpa haul dengan mengambil 2,5% 

zakatnya yang telah mencapai nisab 200 gram perak atau senilai 6.5 juta per 

bulan. 
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ABSTRACT 

Shafiyatul Mahmudah, NIM 18210042, 2022. Implementation of Zakat Payments 

for Property Owners of a Boarding House on Yusuf Qardhawi 

Perspective (Study of Dinoyo Village, Lowokwaru District, Malang City) 

. Thesis, Islamic Family Law Major, Faculty of Sharia, Maulana Malik 

Ibrahim Islamic State University Malang. 

 

Thesis Supervisor: Abdul Azis, M.HI. 

 

Kata Kunci: Implementation, Property Zakat, Boarding House, Yusuf Qardhawi 

Perspective 

 Dinoyo Village, Lowokwaru District, Malang City is a boarding house 

area, with an average income of 100 million or equivalent to 100 grams of gold 

which exceeds the nisab of zakat. Reviewing on this grand zakat potential and the 

reasons, it is attractive to know as a society on the city with easiness to access 

information, close with theologian, high-education background, and high 

profession will all of the boarding house‘s owners at Dinoyo Village do the zakat 

payments of boarding house. The purpose of this study is to determine the 

understanding and the implementation of zakat payments for boarding house‘s 

property on Yusuf Qardhawi‘s perspective by the boarding house‘s owner at 

Dinoyo, Lowokwaru, Malang.    

The researcher implements empirical research and qualitative approach 

which were performed on written description. The source of data used primary 

data source from interviews with seven informants and secondary data source 

from Zakat law book of Yusuf Qardhawi. Furthermore, the data are being 

collected by interviews and documentations. The data are being analyzed by 

editing, classifications, verification-triangulation source, analysis, and conclusion.  

 As a result, the level understanding of zakat on boarding house property of 

seven informants are divided into 4 people are understand, one is less understand, 

and two others do not understand at all. This happened due to the influence of 

informant‘s motivation in order to look for information concerning zakat for 

boarding house‘s property and the environment even the circle which brought 

influence on thinking and habit. While, related to the implementation of zakat 

according to Yusuf Qardhawi‘s perspective is 57% of informants are paying 

zakat, and the 43% of the rest have not pay zakat. One of the 43% informant is 

paying zakat according to his own understanding without concerning haul and 

nisab.  

According to the indicator of implementation, related to human resource 

and disposition, there is a potential of obligatory and commitment to pay zakat. 
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Therefore, a communication and structure bureaucracy supports to inform 

massively on zakat obligatory and regulate an easy rule for zakat payment. While 

the practice solution of zakat payment for boarding house according to Yusuf 

Qardhawi, we need to pay zakat every month without haul by taking 2.5% of 

zakat which reaches nisab to 200 grams of silver or equivalent Rp6.5 million per 

months.  
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 المستخلص

صًبح المزبع لأصحبة  ر٘لُز ٓذكىػبد. 1211. 07102231صلُٓخ المحٔىدح، سهْ اُوُذ 
ٖٓ هشَخ دَ٘ىَى، في ٓ٘طوخ ؿشكخ المغزأخش بم٘ظىس َىعق هشظبوٌ )اُذساعخ 

. اُجحث الجبٓؼٍ، ثوغْ أحىاٍ اُشخصُٓخ، ًُِخ اُششَؼخ، ُىوًىاسو، بمبلاٗح(
 خبٓؼخ ٓىلاٗب ٓبُي إثشاُْٛ الإعلآُخ الحٌىُٓٓخ بمبلاٗح.

 المششف: ػجذ اُؼضَض المبخغزير. 
  : اُز٘لُز، صًبح المزبع، ؿشكخ المغزأخش، ٓ٘ظىس َىعق هشظبوٌأٌُِبد الملزبحُٓخ

ًبٗذ هشَخ دَ٘ىَى في ٓ٘طوخ ُىوًىاسو بمبلاٗح ٍٛ ٓ٘طوخ ثٌثير ٖٓ ثُذ المغزأخش، َجِؾ 
ثبُ٘ظش خشاّ ٖٓ اُزٛت إجمبًُب وَزلىٓم ػًِ ٗصبة اُضًبح.  022ُِٓىٕ أو  022اٗزبخُٓزهب إلي 

إلى الإٌٓبٗبد الهبئِخ ُِضًبح، وًزُي حبٍ المجزٔغ المذني  ثغهىُزهْ إلى وصىٍ المؼِىٓبد 
وثبُوشة ٖٓ اُؼِٔبء، وأَعب خِلُخ رؼُِٔهْ بمهٖ اُؼبُُخ، كِزاُي َٛ ٖٓ المٌٖٔ ًَ أصحبة 

اُـشض ٖٓ ٛزا اُجحث ٛى  ؿشكخ المغزأخش في هشَخ دَ٘ىَى َذكؼىٕ صًبح المزبع ُـشكىخ المغزأخش.
تحذَذ كهْ ور٘لُز ػٖ ٓذكىػبد صًبح المزبع ػًِ أصحبة ؿشكخ المغزأخش بم٘ظىس َىعق 

 هجَ أصحبة ؿشكخ المغزأخش ٖٓ هشَخ دَ٘ىَى، في ٓ٘طوخ ُىوًىاسو، بمبلاٗح.هشظبوٌ ٖٓ 
رطجٓن اُجبحثخ اُجحث اُزدشَبي والم٘هح اُ٘ىػٍ اُزٌ عُوذّ في وصق المٌزىبي. أٓب 
ٓصبدس اُجُبٗبد المغزخذٓخ ٍٛ ٓصبدس اُجُبٗبد الأعبعٍ ٖٓ ٓوبثلاد ٓغ عجؼخ المغزدُجين 

وشظبوٌ. ثبلإظبكخ إلى رُي، اُروشَش اُضًبح ُُىعق  وٓصبدس اُجُبٗبد اُثبٗىٌ ٖٓ ًزبة
ؼبلجخ اُجُبٗبد ثبعزخذاّ اُزحشَش ُٓجُبٗبد ثبلموبثلاد واُزىثُن. واعزخذٓذ أعِىة جمغ ا

 واُزصُ٘ق وتحوُن رثُِث المصبدس، واُزحَُِ وًزُي الاعز٘زبج.
ْ صًبح ًبٕ الاعز٘زبج المحصىٍ في ٛزا اُجحث ٛى إٔ ٖٓ عجؼخ المغزدُجين بمغزىي كه

المزبع ُـشكخ المغزأخش، هذ كهْ أسثؼخ أشخبص ٓ٘هْ، أٓب اُىاحذ لا َلهْ، واث٘بٕ ٓ٘هْ لا 
َلهٔبٕ. َزأثش ٛزا ثذاكؼُٓخ المغزدُجين ُطِت المؼِىٓبد حىٍ صًبح المزبع ُـشكخ المغزأخش وًزُي 

ػبد اُضًبح وكن ٓ٘ظىس ثُئخ الأعشح والأهشثبء اُتي لهب رأثير اُزلٌير واُزؼىد. كُٔب َزؼِن ثز٘لُز ٓذكى
  ٕ ٪ ٓ٘هْ لم َذكؼىا اُضًبح. 32٪ ٖٓ المغزدُجين َذكؼىٕ اُضًبح وأٓب 46َىعق هشظبوٌ، أ

الحىٍ واُ٘صبة. أٓب ٕ ٌَىٕ ٓوُذّا ٪ َذكغ اُضًبح حغت كهٔٚ اُشخصٍ دوٕ أ32وواحذ ٖٓ 
ُزضاّ اُضًبح َزؼِن بمؤششاد اُز٘لُز، ٖٓ حُث المىاسد اُجششَخ واُزصشف، ٛ٘بى الاحزٔبُُخ لا ٓب
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ؼٔخ ػٖ الارصبلاد والهُبًَ اُشورُني طُزُي ٖٓ اُعشوسٌ، يحزبج إلى الأ والاُزضاّ دكغ اُضًبح.
ُلإثلاؽ ػًِ ٗطبم واعغ ػٔب َزؼِ ن ثبُزضآبد اُضًبح ور٘ظُْ اُِىائح اُغهِخ في دكغ اُضًبح. وفي 

ٍٓ في دكغ اُضًبح ُـشكخ المغزأخش َؼزٔذ  ػًِ سأٌ َىعق هشظبوٌ، اُىهذ ٗلغٚ، كئٕ حَ اُىاهؼ
٪ ٖٓ اُضًبح اُتي وصِذ إلى  1.4كوط نحزبج إلى دكغ اُضًبح شهشَّب دوٕ حىٍ َؼني ثطشَن أخز 

 ُِٓىٕ ٌَُ شهش. 5.4خشاّ ٖٓ اُلعخ أو  122ٗصبة 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Malang adalah kota yang menyandang gelar sebagai kota pendidikan 

sejak zaman Hindia Belanda. Dukut Imam Widodo dalam bukunya Malang 

Tempo Doeloe, menggambarkan pada tahun 1914 saja sudah terdapat delapan 

sekolah di Malang.
2
 Seiring perkembangan zaman, kini Kota Malang telah 

memiliki total 32 Perguruan Tinggi.
3
 Banyaknya fasilitas perguruan tinggi 

yang ada di Kota Malang, mengakibatkan setiap tahunnya Kota Malang akan 

kedatangan mahasiswa baru. Bahkan data terbaru di tahun 2019, total ada 240 

ribu lebih mahasiswa baru datang untuk mengenyam pendidikan di Kota 

Malang. 

Pendatang baru dari kalangan mahasiswa membawa berkah tersendiri 

bagi masyarakat lokal Kota Malang. Kebutuhan mereka akan tempat tinggal 

membuat banyak warga lokal memanfaatkan peluang bisnis untuk memiliki 

properti rumah kost. Hingga pada tahun 2019 saja sektor usaha masyarakat 

Kota Malang di bidang Real Estate mencapai tingkat 1,45 persen.
4
 

Usaha bisnis kost di daerah kota Malang memang terbilang sangat 

banyak, bahkan rumah-rumah di gang perkotaan hampir semua menawarkan 

                                                 

2
Rizky Wahyu Permana, ‗‗Malang - Merdeka.Com | Malang Sebagai Kota Pendidikan Sejak Masa 

Hindia Belanda‘', Merdeka., diakses 11 Oktober 2021, https://malang.merdeka.com/kabar-

malang/malang-sebagai-kota-pendidikan-sejak-masa-hindia-belanda-160502n.html. 
3
Badan Pusat Statistik Kota Malang, ‗'Jumlah Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Perguruan 

Tinggi Menurut Kecamatan 2018-2020'‘, Badan Pusat Statistik, diakses 24 September 2021, 

https://malangkota.bps.go.id/indicator/28/335/1/jumlah-kelurahan-yang-memiliki-fasilitas-

perguruan-tinggi-menurut-kecamatan.html. 
4
Disnaker Kota Malang, ‗Pemetaan Investasi Kota Malang 2020‘, 2020, 71. 
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jasa sewa rumah kost. Berbagai kriteria kost turut menjadi daya jual di 

kalangan mahasiswa dikarenakan adanya perbedaan fasilitas yang ditawarkan. 

Bukti banyaknya usaha kost yang ada di kota Malang dengan pendapatan 

memasuki 100 juta per tahun, dapat dilihat dari data wajib pajak hotel untuk 

kategori rumah kost Kota Malang pada tahun 2014 hingga 2018 yang 

mengalami peningkatan yang mencapai 1.113 unit rumah kost telah terdaftar.
5
 

Penghasilan dari kegiatan menyewakan rumah kost, untuk pemilik 

kamar kurang dari 10 penghasilan yang mereka peroleh dalam setahun 

mencapai 59 juta.
6
 Sedangkan bagi  pemilik usaha kost dengan penyediaan 

kamar lebih dari sepuluh kamar, per tahun penghasilan yang didapat mencapai 

100 juta yang setara dengan 100 gram emas karena harga emas 2021 mencapai 

1 juta per/gram.
7
 Penghasilan ini jika dikalkulasi telah mencapai nisab zakat 

rumah kost sendiri sejumlah 85 gram emas atau senilai 85 juta rupiah. Selain 

itu,  bisnis rumah kost merupakan sektor usaha masyarakat Malang yang paling 

stabil, karena pada masa pandemi saja pemilik rumah kost  masih mendapatkan 

penghasilan meskipun terpangkas beberapa persen.
8
 

Bagi pemilik rumah kost, penghasilan dari sewa kost merupakan bagian 

dari harta kekayaan. Sebagai seorang muslim, perlu ketahui bahwasanya setiap 

harta yang dititipkan ada sebagian hak saudara seiman. Karenanya, Islam 

                                                 

5
Saindar Wati And Slamet Muchsin, ‗Pengelolaan Pajak Rumah Kost Di Kota Malang Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah‘ 13, No. 4 (2019): 6. 
6
Rozi, Wawancara Ke-6, Desember 2021, MPEG-4 Audio (.m4a), 2  point 3. 

7
Santia Tira, ‗Harga Emas Dunia dan Perak Kompak Turun‘, liputan6.com, 10 December 2021, 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4733195/harga-emas-dunia-dan-perak-kompak-turun. 
8
Pramesti Mutiara Harum, ‗'Bisnis Hospitality Kostt Eksklusif Tetap Bergeliat di Tengah Pandemi 

Covid-19'', TIMES Indonesia, diakses 15 Oktober 2021, 

https://www.timesindonesia.co.id/read/news/307060/bisnis-hospitality-kostt-eksklusif-tetap-

bergeliat-di-tengah-pandemi-covid19. 
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mewajibkan menyampaikan zakat atas harta yang dimiliki, sebagaimana firman 

Allah SWT: 

 َٖ ًٔؼُِٔ َٓغَ اُشٖا ًَؼُىِا  ًّٰىحَ وَاسِ ِّٰىحَ وَاّٰرُىا اُضٖ ُٔىا اُصٖ  ٤٤ –وَاَهُِٔ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku‟lah beserta 

orang-orang yang ruku‟.”(Q.S. Baqarah: 43).
9
 

Selain itu, di Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011tentang 

Pengelolaan Zakat menyatakan secara eksplisit memerintahkan kita  

menunaikan zakat.
10

 Tujuan disyari‘atkan zakat sendiri adalah untuk 

mensucikan jiwa dan harta yang kita miliki.
11

 Selain itu, zakat sebagai bentuk 

ibadah mahdliyah memiliki peran di bidang filantropi sebagai pemecah  

problem kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan 

umat dan negara. 

Melihat begitu besar potensi penghasilan bisnis properti rumah kost di 

Kota Malang. Karena itu, muncul kegelisahan peneliti mengenai bagaimana 

pemahaman dan implementasi pembayaran zakat properti yang dilakukan oleh 

pemilik rumah kost di daerah Kota Malang. Karena zakat properti rumah kost 

sendiri belum lazim dikenal oleh sebagian masyarakat luas, bahkan karena 

ketidaktahuannya beberapa narasumber menyatakan dengan tegas tidak tahu- 

menahu mengenai kewajiban zakat atas rumah kost tersebut. meskipun sering 

                                                 

9
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2012), 12. 

10
Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 

11
Wahbah Zuḥaylī, Agus Effendi, and Bahruddin Fannani, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab 

(Bandung: Rosda, 1997), 85. 
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menyalurkan dalam bentuk lain seperti sedekah.
12

 Hingga menjadi pertanyaan, 

seberapa paham para pemilik rumah kost ini, akan kewajiban mengenai zakat 

properti rumah kost sebenarnya disebabkan oleh faktor apa saja. Apakah 

berkaitan dengan posisi atau status narasumber, latar belakang pendidikan, 

ataupun lingkungan narasumber tersebut.  Selain itu, berkaitan dengan 

implementasi zakat yang dijalankan oleh para pemilik rumah kost ini apakah 

mereka menjalankan sesuai ilmu pengetahuan ataupun hanya mementingkan 

niatnya dan sejauh mana zakat tersebut tersampaikan kepada mustahiq zakat 

atau orang yang berhak menerima zakat. 

Peran penting penunaian zakat sendiri bukan hanya sekedar 

menggugurkan suatu kewajiban akan harta diri sendiri atau utamanya milik 

keluarga karena termasuk zakat mal, akan tetapi memiliki peran utama dalam 

mendongkrak perekonomian umat Islam. Maka dari itu, sebagai langkah 

praktis penelitian, peneliti memilih lokus penelitian di daerah Kelurahan 

Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Hal ini disebabkan karena di 

Kecamatan Lowokwaru terdapat sebelas perguruan tinggi, dua diantara 

perguruan tinggi tersebut terletak di daerah Kelurahan Dinoyo yakni UNISMA 

dan UIN Malang. Keberadaan dua perguruan tinggi ini, menyebabkan minat 

masyarakat Dinoyo mendirikan bisnis rumah kost cukup tinggi karena 

kebanyakan mahasiswa memilih rumah kost yang dekat dengan kampus 

mereka. Selain itu, perlu diketahui masyarakat Dinoyo selain memiliki usaha 

rumah kost juga memiliki pekerjaan lain yang peneliti ketahui dari latar 

                                                 

12
Arief Purnama Adi, Wawancara Ke-1, Oktober 2021, MPEG-4 Audio (.m4a). 
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belakang informan sebagai kontraktor, pebisnis,  pengusaha catering, 

mahasiswa, pensiun guru yang kesemuanya memiliki latar pendidikan tinggi 

yang memiliki kamar kost lebih dari sepuluh kamar yang ditaksir sudah 

mencapai nisab, Maka menarik diketahui mengenai pemahaman mereka akan 

adanya kewajiban zakat tersebut. 

Untuk mengetahui pemahaman para informan akan zakat properti 

rumah kost kita dapat lihat dari penerapan atau implementasi pembayaran zakat 

yang dilakukan pemilik rumah kost di Kelurahan Dinoyo, Lowokwaru, Malang 

dengan menggunakan analisis mengenai implementasi zakat properti rumah 

kost perspektif Yusuf Qardhawi. Pemikiran Yusuf Qardhawi dipilih karena 

lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan muslim di belahan dunia, 

khususnya di Indonesia. Yusuf Qardhawi dalam formulasi fiqihnya 

menerapkan prinsip realistis dengan melakukan ijtihad kreatif dalam 

menanggapi permasalahan fiqih kontemporer dan sangat relevan dengan 

pembahasan zakat properti rumah kost ini.
13

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penelitian ini memiliki fokus 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman pemilik rumah kost Kelurahan Dinoyo Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang tentang zakat properti? 

                                                 

13
H Mohd Yunus, ‗'Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Penyelesaian Masalah Fiqh 

Kontemporer'‘, An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam, Vol..39 No. 2,  (2014), 230. 
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2. Bagaimana implementasi pembayaran zakat properti oleh pemilik rumah 

kost Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ditinjau dari 

perspektif Yusuf Qardhawi? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pemahaman pemilik rumah kost di Kelurahan Dinoyo 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tentang zakat properti . 

2. Mendeskripsikan implementasi pembayaran zakat properti oleh pemilik 

rumah kost di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 

yang ditinjau dari perspektif Yusuf Qardhawi. 

D.  Manfaat Penelitian 

Harapan peneliti dapat memberikan manfaat secara teoritik maupun 

praktis, sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Dalam aspek keilmuan, peneliti mengharapkan  dapat menjadi kerangka 

konseptual dalam memperkaya khazanah keilmuan Hukum Islam berkaitan 

dengan pelaksanaan atau implementasi fiqih zakat properti rumah kost 

dalam perspektif Yusuf Qardhawi dengan benar dan efektif dilakukan. Pun 

dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian yang sejenis berdasarkan 

tema besar zakat properti. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan adanya kewajiban 

zakat properti rumah kost khususnya dan cara implementasi 

pembayarannya. 

b. Bagi Pemilik Rumah Kost 

Sebagai referensi bagaimana cara implementasi pembayaran zakat 

properti atas rumah kost sesuai syari‘at Islam dengan ketentuan yang 

benar dan efektif dalam pelaksanaannya. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai poros ataupun perbandingan dan referensi 

untuk mengembangkan penelitian berikutnya di bidang kajian hukum 

Islam kontemporer mengenai zakat properti. 

E. Definisi Operasional 

Pada penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan 

penjelasan yang lebih rinci, sebagai berikut: 

1. Implementasi 

       Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan Implementasi sebagai 

pelaksanaan atau penerapan.
14

 Implementasi secara istilah diartikan sebagai 

rangkaian aktivitas dengan tujuan mengantarkan kebijakan tersebut kepada 

                                                 

14
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV Cet. VII (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 529. 
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masyarakat sehingga tujuan sejati dapat tercapai.
15

 Sehingga dapat 

disimpulkan bahwasanya implementasi merupakan pelaksanaan atau 

penerapan suatu kebijakan atau hukum melalui rangkaian kegiatan yang 

menyebabkan hukum tersebut dapat diterima di dalam masyarakat. 

2. Pembayaran 

        Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembayaran berasal dari 

penggalan kata bayar dan memiliki arti dekat dengan membayar yang 

berarti; a) Memberikan uang (untuk pengganti harga barang yang diterima, 

melunasi utang dan sebagainya), b) Memenuhi, menunaikan (janji, nazar, 

hajat dan sebagainya).
16

 Sedangkan, pembayaran yang dimaksudkan disini 

adalah memenuhi atau menunaikan zakat atas properti yang dimiliki berupa 

rumah kost. 

3. Zakat Properti 

       Properti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan harta berupa 

tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan; 

tanah milik dan bangunan.
17

 Zakat properti yang dimaksudkan disini adalah 

zakat atas properti atau tanah milik dan bangunan yang dimaksudkan untuk 

investasi (dikembangkan) seperti untuk disewakan, atau bangunan yang 

didirikan untuk dikontrakkan, maka harta jenis ini tidak dikenakan zakat 

                                                 

15
Afan Gaffar, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 

2009, 295). 
16

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia., 67. 
17

 Departemen Pendidikan Nasional., Kamus Besar Bahasa Indonesia, 203. 
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pada pokok atau modalnya akan tetapi, zakat dikenakan pada hasilnya.
18

 

Maka dari itu, zakat properti adalah bentuk perwujudan harta yang 

dikeluarkan dengan tujuan untuk mensucikan harta milik berupa properti 

yang berisikan bangunan dan tanahnya seusai dikembangkan sehingga 

memperoleh penghasilan darinya. 

4. Rumah Kost 

       Sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 

Tentang Pajak Daerah yang dimaksudkan rumah kost adalah rumah yang 

menyewakan kamar dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
19

 Rumah 

kost dengan kriteria lebih dari sepuluh kamar memiliki tujuan penghasilan 

dari kegiatan sewanya dapat memenuhi nisab zakat yang nantinya memiliki 

kewajiban diatasnya untuk dikeluarkan zakat atas penghasilan yang didapat 

dari kegiatan penyewaan kamar kost tersebut. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini, 

maka peneliti menguraikannya menjadi lima BAB, yaitu:  

BAB I adalah Pendahuluan. Pendahuluan ini memaparkan masalah yang 

ada di masyarakat yang menjadi latar belakang peneliti tertarik mengkaji 

penelitian ini, sehingga penting dan mendesak tema kajian fiqih zakat 

properti ini untuk diteliti. Selain itu, dalam pengkajian penelitian ini 

penulis menentukan fokus permasalahan yang berkaitan dengan 

                                                 

18
Baznas Kabupaten Enrekang, '‗Zakat Properti'‘, diakses 27 September 2021, Baznas Kabupaten 

Enrekang, https://kabenrekang.baznas.go.id/zakat-properti/. 
19

 Pasal 4 Ayat 3 (d) Peraturan Daerah  Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 
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penggalian informasi mengenai pemahaman dan juga implementasi 

pembayaran zakat properti pada masyarakat di Kelurahan Dinoyo. Tujuan 

serta manfaat penelitian ini turut memberikan motivasi terselesaikannya 

penelitian ini. Definisi operasional dalam penelitian ini ditarik dari 

variabel judul yakni mengenai implementasi, pembayaran, zakat properti, 

serta rumah kost. Pada bab ini juga dipaparkan secara jelas sistematika 

penyusunan laporan penelitian ini. 

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka meliputi penelitian 

terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yang berjumlah enam. 

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini selain menjadi acuan penelitian 

juga sebagai landasan pembaharuan penelitian yang peneliti lakukan. 

Pembahasan kedua adalah mengenai kerangka teori yang menjabarkan 

mengenai variabel judul meliputi teori implementasi, zakat dan properti, 

serta zakat properti dalam perspektif Yusuf Qardhawi. 

BAB III adalah Metode Penelitian. Metode penelitian menjadi alat dan 

pedoman bagi peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah di lapangan. 

Metode penelitian memaparkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan yang terakhir mengenai metode pengolahan data. 

Adanya metode penelitian ini akan mempermudah peneliti sehingga dapat 

dilaksanakan secara sistematis dan terarah, hal tersebut dapat 

mempermudah diperoleh data yang akurat karena langkah penelitian 

digagas secara maksimal. 
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BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini 

digambarkan secara umum mengenai lokasi penelitian. Dilanjutkan 

dengan pemaparan mengenai temuan data di lapangan. Pemaparan 

pertama, adalah mengenai temuan data yang berkaitan tentang pemahaman 

para pemilik rumah kost di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru 

Kota Malang mengenai zakat properti. Temuan data kedua, berkaitan 

dengan implementasi pembayaran zakat properti yang dilakukan oleh para 

pemilik rumah kost di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang. Selanjutnya, pada tahap akhir adalah analisis temuan data 

mengenai pemahaman dan implementasi pembayaran zakat properti 

pemilik rumah kost Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang menggunakan pisau analisis perspektif Yusuf Qardhawi. 

BAB V merupakan Penutup. Pada bab penutup berisikan kesimpulan 

atas rumusan masalah yang disajikan secara singkat mengenai pemahaman 

dan implementasi pembayaran zakat properti pemilik rumah kost 

Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang beserta hasil 

analisisnya. Selain itu, disajikan saran-saran membangun yang peneliti 

rekomendasikan kepada peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat 

menjadi patokan dan mempermudah peneliti selanjutnya memperoleh data 

yang akurat.   
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam menganalisis titik 

perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan. 

Penelitian terdahulu juga memiliki peran sebagai bahan pembanding juga 

pijakan atas pemetaan penelitian ini, sehingga dalam melakukan penelitian 

terbaru tidak akan ditemui terulangnya penelitian yang sama yang 

menyebabkan tidak perlunya penelitian dilakukan kembali, selain itu tentunya 

akan menghabiskan waktu dan biaya.
20

 

Penelitian ini, tentunya memiliki beberapa penelitian terdahulu yang 

memiliki kesamaan dengan tema besar yang peneliti kaji yakni mengenai 

zakat properti. Beberapa penelitian terdahulu yang akan disajikan tentunya 

sangat memiliki pengaruh besar dalam langkah penentuan penelitian ini. 

Tujuan adanya penelitian ini, peneliti tegaskan merupakan sumber referensi  

juga acuan dalam memperkaya bahan kajian peneliti, dan ditegaskan kembali 

bahwa judul dari referensi terdahulu tidaklah sama dengan penelitian yang 

peneliti sekarang kaji, berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan 

referensi: 

Pertama, penelitian Khairul Mahfuz pada tahun 2019 dengan judul, 

―Zakat Investasi (Studi Pemikiran Yusuf Al- Qardhawi dan Wahbah Al-

Zuhaili)‖. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini, 

                                                 

20
 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar maju, 2008), 100. 
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menyatakan bahwasanya menurut pendapat Yusuf Qardhawi maupun Wahbah 

Al- Zuhaili zakat investasi ini diqiyaskan dengan zakat perdagangan karena 

merupakan harta bergerak yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kadar untuk 

menunaikan zakat ini adalah senilai 85 gram emas atau 2.5 % dari hasil 

investasi. Penelitian ini menerapkan metode normatif.
21

 Meskipun, sama-sama 

memiliki konteks kajian mengenai zakat investasi properti, kajian peneliti 

sekarang tidak menggunakan perbandingan perspektif acuan seperti halnya 

penelitian terdahulu dengan perbandingan perspektif Wahbah Zuhaili juga 

Yusuf Qardhawi. Peneliti sekarang hanya menjadikan perspektif Yusuf 

Qardhawi sebagai pisau analisis. Selain itu, tipikal penelitian yang juga 

berseberangan karena peneliti sekarang merupakan penelitian empiris. 

Kedua, Abdul Malik melakukan penelitian pada tahun 2018 yang 

berjudul, ―Studi Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil 

Investasi Properti Dalam Kitab Al- Fiqhul Islami Wa Adillatuhu‖. Skripsi yang 

diterbitkan Universitas Wahid Hasyim Semarang ini, memberikan kesimpulan 

bahwasanya zakat atas hasil investasi properti wajib dikeluarkan sesuai 

istinbath hukum tarjih Az-Zuhaili dengan syarat mengalami pertumbuhan (an-

nama‟) dan telah melebihi haul (satu tahun). Selain itu, ketentuan lain dalam 

investasi properti yang dikelola bersama-sama (syirkah) harus melewati 

pembagian terlebih dahulu baru dihitung wajib zakatnya jika melebihi nisab. 

Dalam menentukan kadarnya Az- Zuhaili dengan metode integrasi Qiyasi dan 

Ijtima menentukan besar zakat hasil investasi properti yakni 2.5% yang 

                                                 

21
 Khairul Mahfudz, ‗Zakat Investasi (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-

Zuhaili)‘, 12 May 2019, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48441. 
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disamakan dengan zakat perdagangan dan nuqud (mal) yang senilai dengan 85 

gram emas.
22

 Tema besar dari penelitian ini memiliki kesamaan yakni 

mengenai zakat investasi properti, akan tetapi perlu diketahui bahwasanya 

perspektif analisis yang diterapkan memiliki perbedaan, jika penelitian 

terdahulu menggunakan perspektif Wahbah Az Zuhaili, kini peneliti 

menggunakan perspektif Yusuf Qardhawi. Selain itu, juga tipikal penelitian 

yang berbeda yakni penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian 

normatif, sedangkan peneliti kali ini menggunakan jenis penelitian empiris. 

Ketiga, Mei Saiful Rohman di tahun 2018 melakukan penelitian 

Empiris (field research) yang berjudul, ―Kesadaran Hukum Masyarakat 

Tentang Zakat Investasi Properti (Studi Kasus Pemilik Rumah Kost dan 

Asrama di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten 

Tulungagung)‖.
23

 Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung ini 

memiliki arah penelitian ditujukan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan 

kesadaran hukum masyarakat Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung 

tentang zakat investasi properti. Tingkat pemahaman masyarakat Plosokandang 

sendiri dibagi menjadi tiga kriteria yakni mengetahui, memahami, menerima 

dan mewujudkan zakat investasi properti, kriteria kedua yakni mengetahui, 

memahami, menerima dan tidak mewujudkan zakat investasi properti, serta 

kriteria ketiga yakni tidak mengetahui, tidak memahami, tidak menerima dan 

                                                 

22
Abdul Malik, ‗Studi Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi 

Properti Dalam Kitab Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu‘ (Semarang, 2017), 

http://eprints.unwahas.ac.id/980/. 
23

Saiful Rohman Mei, ‗Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Zakat Investasi Properti (Studi 

Kasus Pemilik Rumah Kost Dan Asrama Di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru 

Kabupaten Tulungagung)‘ (Skripsi, Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2018), 

https://doi.org/10/DAFTAR%20RUJUKAN.pdf. 
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tidak mewujudkan zakat investasi properti. Mengenai, bentuk kesadaran 

hukum masyarakat dengan klasifikasi kesadaran hukum positif dan kesadaran 

hukum negatif.  

Penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini memiliki kesamaan pada 

objek penelitian yakni mengenai zakat investasi properti dan juga sama-sama 

merupakan jenis penelitian empiris. Namun, perlu diketahui bahwasanya arah 

penelitian memiliki sedikit perbedaan, penelitian terdahulu ingin mengetahui 

tingkat pemahaman juga kesadaran hukum masyarakat, sedangkan peneliti kali 

ini mengupas mengenai implementasi pembayaran zakat properti dalam 

analisis perspektif Yusuf Qardhawi. Pun juga dalam studi lokus yang dipilih 

tentunya berbeda peneliti terdahulu menggunakan lokus Desa Plosokandang, 

Kedungwaru, Tulungagung, sedangkan peneliti kali ini menggunakan lokus 

Kelurahan Dinoyo, lowokwaru, Malang yang berbeda dari segi geografis juga 

tatanan masyarakatnya. 

Keempat, Revi Liansari pada tahun 2018 melakukan penelitian yang 

berjudul, ―Zakat Rumah Kostt Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada 

Pemilik Rumah Kostt Kelurahan Sukarame)‖. Skripsi Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengeluaran 

zakat rumah kostt dan tinjauan secara hukum Islamnya dengan menggunakan 

metode penelitian empiris (field research).
24

 Meskipun sama-sama memiliki 

kajian zakat rumah kost dan bentuk penelitian yang empiris. Perlu dipahami 

                                                 

24
Revi Liansari, ‗Zakat Rumah Kostt Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pemilik Rumah 

Kostt Kelurahan Sukarame)‘ (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 

http://repository.radenintan.ac.id/3520/. 
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sekali lagi analisis dalam menilai hukum yang peneliti gunakan berbeda yakni 

dalam perspektif Yusuf Qardhawi, selain itu lokus penelitian yang berbeda 

secara geografis memungkinkan perbedaan tatanan masyarakat yang 

berpengaruh pada hasil penelitian. 

Kelima, Yasinta Wardani melakukan penelitian yang berjudul, 

―Analisis Maslahah Al- Mursalah Terhadap Pendapat Mahmud Syaltut Tentang 

Zakat Investasi Properti‖. Penelitian dari Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya pada tahun 2017 ini menjelaskan pendapat Mahmud Syaltut 

dengan pendekatan maslahah mursalah menyimpulkan zakat investasi properti 

merupakan zakat mal yang diqiyaskan dengan zakat hasil tanah sewaan dengan 

menunaikan zakat maka akan dapat memelihara jiwa, agama, serta harta dan 

ada kewajiban dalam melaksanakannya.
25

 Kembali ditegaskan hasil penelitian 

menyampaikan bahwasanya kewajiban zakat ini sebesar 5 persen karena 

adanya kemungkinan resiko dan pembiayaan dalam investasi properti. 

Memiliki kesamaan dalam bidang zakat investasi properti penelitian ini 

menggunakan pendekatan kajian teks atau normatif yang berbeda dengan 

penelitian kali ini yang merupakan penelitian empiris. Aspek analisis dengan 

penggunaan tokoh yang berbeda jika penelitian terdahulu menggunakan 

perspektif Muhammad Syaltut kali ini perspektif peneliti menggunakan 

perspektif Yusuf Qardhawi. 

                                                 

25
Yasinta Wardani, ‗Analisis maslahah al-mursalah terhadap pendapat Mahmud Syaltut tentang 

zakat investasi properti.‘ (Surabaya, Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), 

https://123dok.com/document/zggv2r8z-analisis-maslahah-mursalah-terhadap-pendapat-syaltut-

investasi-properti.html. 
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Keenam, Juwita pada tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul, 

―Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kost Di Kelurahan Bukit Harapan 

Kecamatan Soreang Kota Parepare‖. Penelitian dari Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Parepare ini, mencoba menguraikan implementasi dan hambatan-

hambatan yang ditemui atas pelaksanaan zakat dan pajak rumah kost.
26

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif yang sama dengan penelitian sekarang. Namun tataran 

implementasi dalam penelitian sekarang hanya berfokus pada penerapan zakat 

properti rumah kost tanpa menyinggung adanya implementasi pajak rumah 

kost. 

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Isi atau Metode Persamaan Perbedaan 

1.  Khairul 

Mahfuz, Zakat 

Investasi 

(Studi 

Pemikiran 

Yusuf Al- 

Qardhawi dan 

Wahbah Al-

Zuhaili), 

Skripsi, 

Jakarta, 2019 

Zakat investasi 

properti menurut 

Yusuf Qardhawi 

dan Wahbah 

Zuhaili disamakan 

dengan zakat 

dagang yang 

memiliki kadar 

zakat 85 gram 

emas dengan zakat 

2,5%. Dan metode 
penelitian yang 

digunakah adalah 

normatif dengan 

pendekatan 

pustaka. 

Sama-sama 

membahas 

mengenai zakat 

mal yang diperoleh 

dari investasi yang 

juga memuat zakat 

investasi properti 

 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

Normatif. 

Sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

penelitian 

Empiris. 

 
Selain itu, 

fokus 

pembahasan 

hasil investasi 

yang 

                                                 

26
 Juwita, Hannani, and Arqam, ‗Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kost di Kelurahan Bukit 

Harapan Kecamatan Soreang Kota ParePare‘ (Pare-Pare, 2020), 

http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/view/1300. 
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dimaksudkan 

peneliti adalah 

zakat properti 

dari investasi 

rumah kost 

yang 

diimplementasi

kan oleh 

masyarakat 

Dinoyo, 

Lowokwaru, 

Malang 

2.  Abdul Malik, 

Studi Analisis 

Pendapat 

Wahbah Az-

Zuhaili 

Tentang Zakat 

Hasil Investasi 

Properti 

Dalam Kitab 

Al- Fiqhul 

Islami Wa 

Adillatuhu,Skri

psi, Semarang, 

2018 

Zakat investasi 

properti menurut 

Wahbah Zuhaili 

dalam kitab Fiqih 

Islam Wa 

Adillatuhu 

disamakan dengan 

zakat dagang yang 

memiliki kadar 

zakat 85 gram 

emas dengan zakat 

2,5%. Dan metode 

penelitian yang 

digunakan adalah 

normatif dengan 

pendekatan 

pustaka. 

Sama-sama 

mengkaji zakat 

hasil investasi 

properti yang 

merupakan bagian 

zakat properti 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

Normatif 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

penelitian 

Empiris. 

 

Selain itu, 

fokus peneliti 

adalah  zakat 

properti yang 

diimplementasi

kan oleh 

masyarakat 

pemilik rumah 

kost Dinoyo, 

Lowokwaru, 

Malang 

3.  Mei Saiful 

Rohman, 

Kesadaran 

Hukum 

Masyarakat 

Tentang Zakat 

Investasi 

Properti (Studi 

Kasus Pemilik 

Rumah Kost 

dan Asrama di 

Desa 

Berisikan 

penjelasan 

mengenai 

pemahaman dan 

kesadaran hukum 

Pemilik Rumah 

Kost dan Asrama 

di Desa 

Plosokandang 

Kecamatan 

Kedungwaru 

Kabupaten 

Sama-sama 

merupakan 

penelitian Empiris 

 

Sama-sama 

memiliki objek 

penelitian zakat 

investasi properti 

dari rumah kost 

Jika peneliti 

terdahulu 

memiliki objek 

penelitian dua 

yakni zakat 

asrama dan 

rumah kost, 

peneliti kini 

hanya 

membahas 

objek properti 

rumah kost. 
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Plosokandang 

Kecamatan 

Kedungwaru 

Kabupaten 

Tulungagung), 

Skripsi, 

Tulungagung, 

2018 

Tulungagung 

mengenai zakat 

investasi properti. 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah empiris 

atau lapangan. 

 

Selain itu, 

yang dikaji 

adalah tingkat 

pemahaman 

dan kategori 

kesadaran 

hukum 

masyarakat 

tentang zakat 

investasi 

propersi. 

Sedangkan 

peneliti kini 

selain 

mengkaji 

mengenai 

pemahaman 

pun juga 

menilai 

implementasi 

zakat properti 

pemilik rumah 

kost di daerah 

studi yang 

berbeda yakni 

Dinoyo, 

Lowokwaru, 

Malang 

4.  Revi Liansari,  

Zakat Rumah 

Kostt Dalam 

Perspektif 

Hukum Islam 

(Studi Pada 

Pemilik Rumah 

Kostt 

Kelurahan 

Sukarame), 

Skripsi, 

Lampung, 

2018 

Berisikan praktik 

pengeluaran zakat 

rumah kostt dan 

tinjauan secara 

hukum Islamnya 

pada pemilik 

rumah kostt 

Kelurahan 

Sukarame dengan 

menggunakan 

metode penelitian 

Empiris (field 

research). 

Sama-sama 

merupakan 

penelitian Empiris 

 

Memiliki kajian 

yang sama yakni 

zakat rumah kost 

Penelitian 

terdahulu  

memiliki 

tempat kajian 

yang berbeda 

yakni peneliti 

kini memilih 

daerah studi 

Dinoyo, 

Lowokwaru, 

Malang. 

5.  Yasinta 

Wardani, 

Analisis 

Maslahah Al- 

Menjelaskan 

pendapat Mahmud 

Syaltut dengan 

pendekatan 

Sama-sama 

membahas 

mengenai zakat 

investasi properti 

Penelitian 

terdahulu 

merupakan 

penelitian 
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Mursalah 

Terhadap 

Pendapat 

Mahmud 

Syaltut 

Tentang Zakat 

Investasi 

Properti, 

Skripsi, 

Surabaya, 

2017 

maslahah 

mursalah 

menyimpulkan 

zakat investasi 

properti 

merupakan zakat 

mal yang 

diqiyaskan dengan 

zakat hasil tanah 

sewaan. Metode 

penelitian yang 

digunakan adalah 

normatif kajian 

teks. 

normatif, 

sedangkan 

penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

empiris. 

 

Objek yang 

dikaji peneliti 

kini hanya 

hasil investasi 

rumah kost 

6.  Juwita, 

Implementasi 

Zakat dan 

Pajak Rumah 

Kost Di 

Kelurahan 

Bukit Harapan 

Kecamatan 

Soreang Kota 

Parepare, 

Skripsi, 

Parepare, 2017 

Menguraikan 

implementasi dan 

hambatan-

hambatan yang 

ditemui atas 

pelaksanaan zakat 

dan pajak rumah 

kost di Kelurahan 

Bukit Harapan 

Kecamatan 

Soreang Kota 

Parepare. Metode 

penelitian yang 

digunakan adalah 

empiris dengan 

pendekatan 

kualitatif 

deskriptif. 

Sama-sama 

mengkaji mengenai 

implementasi zakat 

rumah kost 

 

Sama-sama 

merupakan 

penelitian empiris 

Selain 

mengkaji zakat 

penelitian 

terdahulu juga 

menganalisis 

implementasi 

pajak rumah 

kost 

 

Memiliki studi 

lapangan yang 

berbeda yakni 

penelitian 

terdahulu 

dilaksanakan 

di Parepare, 

sedangkan 

penelitianini 

dilaksanakan 

di Malang 

 

Secara garis besar penelitian terdahulu yang membahas mengenai 

zakat investasi properti ataupun zakat rumah kost memiliki beberapa jenis 

penelitian yang berbeda yang terbagi kedalam dua tipikal penelitian yakni 

normatif dan juga empiris, sedangkan penelitian ini merupakan tipikal 

penelitian empiris. Pendekatan atau pisau analisis yang berbeda-beda yang 
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diterapkan memiliki andil dalam memunculkan novelty (sesuatu hal yang 

baru) dari hasil penelitian karena penelitian ini menggunakan perspektif Yusuf 

Qardhawi yang dalam istinbath dan hasil ijtihadnya berbeda dengan Wahbah  

Az-Zuhaili juga Muhammad Syaltut ataupun Hukum Islam secara majemuk. 

Perbedaan lokus penelitian dengan tipikal penelitian empiris juga 

memiliki pengaruh besar terhadap hasil penelitian karena perbedaan geografis 

juga tatanan masyarakatnya. Masyarakat pemilik rumah kost Kelurahan 

Dinoyo, Lowokwaru Kota Malang yang merupakan warga perkotaan dengan 

latar belakang pendidikan yang termasuk tinggi memiliki akses pengetahuan 

informasi yang sangat mudah. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk 

diketahui bagaimana   kondisi pemahaman masyarakat mengenai adanya 

kewajiban akan zakat properti rumah kost ini. Berbeda halnya dengan 

masyarakat dengan kontur wilayah yang termasuk pelosok dan jauh dari 

jangkauan pemuka agama sehingga kesulitan untuk mendapatkan pemahaman 

mengenai zakat properti rumah kost yang termasuk dalam kajian zakat 

modern. 

B. Kerangka Teori 

1. Teori Implementasi 

a. Pengertian Implementasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi merupakan 

pelaksanaan atau penerapan.
27

 Sedangkan menurut Kadir, implementasi 

memiliki definisi suatu proses untuk menguji tentang penerapan konsep 

                                                 

27
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 529. 
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tekstualis dan kontekstualis atau praktis.
28

 Yang perlu diperhatikan adalah 

konsep kontekstual konsep-konsep tekstualis. 

Pengertian implemntasi kebijakan menurut Mufizz yang dikutip 

oleh Kahya dan Zenju dalam bukunya ―Pengantar Ilmu Administrasi 

Negara (Suatu Pokok Bahasan)‖ sebagai berikut: 

 “Implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk 

melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Kesulitan yang timbul pada 

tahap ini adalah sukarnya menentukan hasil kebijakan, karena adanya 

dampak yang tidak terantisipasi sebelumnya.”
29

 

Konsep sederhana mengenai implementasi yang dikemukakan oleh 

Lane ada dua yakni; Pertama, bahwasanya implementasi merupakan 

persamaan fungsi dari maksud, output, dan outcome. Maksud dari 

pernyataan ini adalah implementasi merupakan sesuatu yang memiliki 

tujuan, dan memiliki hasil berupa produk dan juga merupakan hasil atas 

akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, 

formator, implementor, inisiator, dan waktu. Yang memiliki arti 

bahwasanya implementasi merupakan hasil yang diupayakan oleh 

implementor dalam kurun waktu tertentu.
30

 

                                                 

28
Diding Rahmat, ‗'implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu Di Kabupaten Kuningan'‘, Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (4 February 2017), 37, 

https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478. 
29
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Sehingga kesimpulan yang peneliti ambil adalah, implementasi 

merupakan bentuk penerapan ataupun pelaksanaan atas beberapa 

kebijakan ataupun hukum-hukum yang terbukukan dalam konteks 

tekstualis. Dalam konteks penelitian ini, implementasi di bidang zakat 

properti, merupakan konsep pelaksanaan zakat untuk tujuan mensucikan 

jiwa dan harta benda. Dikarenakan harta yang dimiliki, maka timbullah 

kewajiban menunaikan zakat properti. 

b. Indikator Implementasi 

Pelaksanaan atau implementasi hukum tidak akan pernah 

terlepaskan dari hukum itu sendiri (zakat), hukum merupakan objek kajian 

dari berbagai disiplin ilmu, dikarenakan ilmu hukum direfleksikan oleh 

berbagai kajian ilmu maka darinya dikatakan ilmu hukum adalah ilmu 

bersama (rechts is mede wetenschap). Menurut J. David Hunger dan 

Thomas L. Wheelen, hukum diimplementasikan berdasarkan perencanaan 

manajemen strategis.
31

 Ada empat faktor yang mempengaruhi kegagalan 

dan keberhasilan implementasi kebijakan diantaranya adalah Komunikasi, 

Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.
32

 

1) Komunikasi 

Sebagai indikator keberhasilan suatu implementasi kebijakan 

atau hukum salah satunya dapat dilihat dari strategi komunikasi 

yang dilakukan, Rogers memberikan batasan atas pengertian 
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strategi komunikasi hanya sebagai suatu rancangan yang dibuat 

untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih 

besar melalui transfer ide-ide baru.
33

 Dan tentunya perencanaan 

strategi ini memiliki tujuan agar terlaksananya atau timbulnya 

implementasi kebijakan atau hukum. 

Hal yang perlu diperhatikan mengenai materi komunikasi 

kebijakan ada tiga dimensi. Pertama, dimensi transmisi 

(transmission) yang artinya komunikasi kebijakan bukan hanya 

harus berfokus pada implementor atau pelaksana kebijakan saja, 

melainkan harus dikomunikasikan kepada pihak terlibat atau 

sasaran kebijakan semisal mustahiq. Kedua, dimensi kejelasan 

(clarity) yang artinya adalah setiap kebijakan yang 

dikomunikasikan kepada implementor dan pihak terkait memiliki 

tujuan, sasaran, dan substansi yang tegas dan jelas. Ketiga, dimensi 

konsistensi (consistency) agar suatu kebijakan dapat diterima dan 

diimplementasikan oleh implementor juga pihak terkait tentu harus 

memiliki konsistensi pelaksanaan agar mudah dilaksanakan.
34

 

Cangara menetapkan strategi komunikasi kebijakan dapat 

dilakukan dengan tahapan berikut: penetapan komunikator, 

penetapan target, menyusun pesan-pesan, pemilihan media dan 
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saluran komunikasi, pretesting communication material, produksi 

media, penyebarluasan media dan pengaruh (effect) yang 

diharapkan.
35

 

2) Sumber daya  

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan 

terhadap sumberdaya (resources). Schermerhorn, 

mengelompokkan sumber daya ke dalam: “Information, Material, 

Equipment, Facilities, Money, People”. Kategori sumber daya 

organisasi terdiri dari : “Staff, information, authority, facilities; 

building, equipment, land and supplies”. Edward III 

mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari 

aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan 

kejelasan. Sumber daya merupakan hal penting dalam 

implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang 

digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi 

implementasi kebijakan.
36

 

3) Disposisi 

Disposisi merupakan sikap dan komitmen dari pelaksana 

terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena 

setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki 

hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai 
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tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang 

mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk 

melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut:
37

 

a) Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap 

kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat 

penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang 

mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat 

kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan 

efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana 

kebijakan, yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi 

kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat 

dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.  

b) Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi 

penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana 

dalam menyikapi kebijaksanaan. 

c) Intensitas respons atau tanggapan pelaksana. 

4) Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi berkaitan dengan kewenangan atau otoritas 

atau pun legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan 

kebijakan yang ditetapkan secara politik. Disamping itu adanya 

birokrasi merupakan suatu yang amat melekat pada posisi ataupun 

strata dalam organisasi kelembagaan sebagai pelaksana kebijakan. 
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Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan atau implementasi 

kebijakan ini dapat terlihat dari SOP (Standard Operating 

Procedures) dan juga fragmentasi organisasi yang dijalankan oleh 

birokrasi.
38

 

Sehingga, dapat dipahami untuk mengukur suatu kebijakan 

atau hukum dapat diterapkan atau diimplementasikan oleh 

masyarakat tergantung oleh empat faktor yakni, komunikasi 

mengenai kebijakan atau hukum dari atasan kepada masyarakat 

atau dari ulama kepada kaum awam. Kemudian, sumber daya yang 

mendukung terlaksananya kebijakan hukum, disposisi/ komitmen 

untuk melaksanakan kebijakan. Serta yang terakhir, struktur 

birokrasi yang menjalankan kewenangan untuk mengawasi 

pelaksanaan kebijakan. 

2. Zakat dan Properti 

a. Pengertian Zakat  

Zakat dalam pelbagai referensi memiliki beragam makna, 

meskipun dalam berbagai makna diqiyaskan zakat pada dasarnya memiliki 

satu tujuan yang sama yakni untuk mensucikan jiwa maupun harta.
39

 

Secara bahasa akar kata zakat adalah zakat itu sendiri yang kemudian 

ditafsirkan oleh para ulama sebagai berikut;at-thahuru (membersihkan 

atau mensucikan), al-Barakatu (berkah), an-Numuw (tumbuh dan 

                                                 

38
Ahmad Ramadhani and Muhammad Ali Ramadhani, ‗Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan 

Publik‘, Jurnal Publik 11, no. 1 (2017), 5. 
39

Kementerian Agama RI, Panduan Zakat Praktis (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013), 11. 



28 

 

 

 

berkembang), juga as-Shalahu (beres atau bagus). 
40

Dalam hal ini makna-

makna yang diqiyaskan oleh para ulama ini memiliki arti bahwasanya 

orang yang senantiasa menunaikan zakat dikarenakan Allah Ta‘ala dia 

akan tersucikan jiwa dan hartanya sesuai dengan pendapat Abu Hasan Al- 

Wahidi dan Imam Nawawi. Selain itu, harta yang disedekahkan akan 

memiliki keberkahan atau kebaikan di dalamnya, akan terus tumbuh dan 

berkembang dalam artian tidak akan habis juga dapat mencegah dari 

segala musibah. 

Sedangkan, secara istilah zakat merupakan kadar harta tertentu 

yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan adanya 

syarat tertentu.
41

 Hal ini menunjukkan bahwasanya pensyariatan zakat 

sendiri, selain sebagai penyuci jiwa yang berkaitan dengan hubungan 

Allah dengan makhluknya (hablum minallah), juga berkaitan dengan 

hubungan antar sesama (hablum minannas) dikarenakan melaksanakan 

zakat membutuhkan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik, 

sedangkan seorang mustahiq selain memiliki bagian dari harta kita juga 

akan merasa tertolong agar tidak kelaparan ataupun kekurangan. 

Zakat dalam mazhab Maliki memiliki artian mengeluarkan 

sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula dan telah mencapai 

nisab (batas kuantitas sehingga mewajibkan zakat) kepada orang-orang 

yang berhak menerimanya (mustahiq)-nya. Selain itu, harta yang dimiliki 

harus secara penuh selama setahun dan bukan barang tambang maupun 
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pertanian.
42

 Sedangkan, menurut mazhab Hanafi mendefinisikan zakat 

dengan sebuah ungkapan untuk keluarnya harta dengan cara yang 

khusus.
43

 

Disisi lain, definisi baru mengenai zakat dari mazhab Syafi‘i 

adalah zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh 

sesuai dengan cara khusus.
44

 Kemudian, menurut mazhab Hambali zakat 

adalah kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap harta tertentu untuk 

kelompok tertentu pada waktu tertentu pula.
45

  

Sehingga kesimpulan yang bisa didapatkan adalah, zakat 

merupakan ungkapan untuk keluarnya harta secara khusus dengan syarat 

dan rukun tertentu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya 

(mustahik/8 asnaf). Selain itu, zakat merupakan kewajiban yang tidak akan 

lepas dari setiap diri umat Islam khususnya, maka darinya adalah sebuah 

tanggungan yang wajib digugurkan. 

b. Epistemologi Zakat 

Kita ketahui dalam kehidupan kesenjangan antar manusia tidak 

dapat dinafikan utamanya dalam rizki, anugerah, dan perolehan pekerjaan 

adalah suatu takdir yang menghampiri masa depan setiap manusia, maka 
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dari itu sebagai sesama muslim dalam agama Islam dibutuhkan sebuah 

penanganan. Allah SWT berfirman,
46

 

ًّٰ ثَؼِطٍ كًٔ اُشِّصِمِ ِْ ػَ ٌُ ََ ثَؼِعَ ُٚ كَعٖ ِْ  ۚ  وَاُِ ّٰ ٌِ سِصِهٔهِ َٖ كُعُِِّىِا ثِشَاۤدِّ َٔب اَُّزَِٔ َٓب كَ  ًّٰ ػَ

َٔبُٗهُْ ٌَذِ اََِ ٚٔ عَىَاۤءٌ ََِٓ ِْ كُِٔ َٕ  ۚ  كَهُ ٚٔ ََدِحَذُوِ َٔخٔ اُِ ّٰ  ١٧ –اَكَجِِ٘ؼِ

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain 

dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak 

mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang 

mereka miliki, sehingga mereka sama—sama (merasakan) rezeki 

itu. mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl: 

71)
47

 

Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Surah Adz- 

Dzariyat ayat 19, bahwasanya Allah menitipkan rezeki orang-orang miskin 

kepada orang kaya. Maka darinya orang yang memiliki harta berlebih 

hendaknya memberikan hartanya kepada orang yang berhak menerima. 

Inilah sebuah konsep epistemologi akan adanya syariat menunaikan zakat. 

Maka berikut diantara hikmah atau kebaikan atas pensyariatan 

zakat adalah: dapat membentengi harta, menyembuhkan penyakit, 

menggandakan harta, mensucikan jiwa, mencegah bencana, dan ungkapan 

syukur.
48

 Selain itu, hikmah lain dari adanya zakat adalah dengan 

perantara zakat akan nampak keimanan muzakki karena telah 

menunjukkan ketaatan dan kepatuhan pada allah swt, meningkatkan daya 

beli masyarakat miskin, membantu meningkatkan perekonomian lewat 
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dana zakat produktif untuk mustahiq, ukhuwah islamiyah akan terbangun 

erat, dan sistem zakat akan menghapuskan sistem riba.
49

 

Dalam melaksanakan perintah zakat maka berlaku rukun dan 

syaratnya. Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta), 

dengan melepaskan kepemilikan darinya dengan menjadikannya milik 

mustahik atau orang yang berhak menerima zakat atau diwakilkan kepada 

badan amil zakat.
50

 

Mengenai syarat wajib zakat, Daud Ali memberikan kriteria zakat 

yang harus dipenuhi agar terhitung wajib zakat adalah: pemilikan yang 

penuh atau pasti, berkembang,  memenuhi kebutuhan pokok, bersih dari 

hutang,  mencapai nisab, dan mencapai haul.
51

 Sedangkan, syarah sah 

zakat ada dua yakni: niat dan juga tamlik (memindahkan kepemilikan 

kepada penerima zakat).
52

 

Dari pernyataan epistemologi kajian zakat lebih condong kepada 

konsep pertama dimana zakat sendiri penunaiannya memiliki tujuan untuk 

mengatasi permasalahan ekonomi.
53

 Selain itu, zakat sendiri zakat 

memiliki tujuan untuk mensucikan diri dari dosa-dosa berupa sifat kikir, 
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bakhil, dengki, dan lain-lain.
54

 Disisi lain penunaian zakat adalah output 

atau hasilnya akibat perintah langsung dari Allah SWT dan merupakan 

suatu kewajiban dikarenakan harta yang dimiliki.
55

 

Konsep epistemologi zakat ini, dapat disimpulkan bahwa 

munculnya syari‘at zakat dari Allah SWT tidaklah serta merta adanya. 

Ibadah zakat memiliki hubungan erat antara manusia dengan tuhannya 

juga hubungan manusia dengan sesamanya. Zakat merupakan sebuah 

solusi masif untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraan manusia. 

c. Dasar Hukum Zakat Properti 

Perintah menunaikan zakat ini kita dapati pada beberapa sumber 

hukum Islam maupun peraturan pemerintah sebagai berikut: 

1) Dasar Hukum Al- Qur‘an 

Di dalam al-Qur‘an perintah untuk menunaikan zakat ini 

disebut sebanyak 28 kali dan selalu berdampingan dengan adanya 

perintah untuk menjalankan shalat. Selain itu, juga sebagai sebuah 

penegasan bahwasanya zakat merupakan salah satu ibadah wajib 

karena termasuk kedalam rukun Islam.
56

 Dasar hukum zakat dalam 

al-Qur‘an adalah sebagai berikut: 
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a) Al- Qur‘an Surah Al- Baqarah ayat 277 

ِْ ػِٔ٘ذَ  ُٛ ِْ اَخِشُ ًّٰىحَ َُهُ ِّٰىحَ وَاّٰرَىُا اُضٖ ُٓىا اُصٖ ُِٔٔىا اُصِّٰٓٔحّٰذٔ وَاَهَب َُٓ٘ىِا وَػَ َٖ اّٰ َّ اَُّزَِٔ أ

٧٢٢ - َٕ ِْ ََحِضَُٗىِ ُٛ ِْ وََُب  ۚ   وََُب خَىِفْ ػََُِِهِ ِْ  سَثِّهِ

Artinya: “Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan 

kebaikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, mereka 

mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada 

mereka dan tidak bersedih hati.” (Q.S Baqarah: 277)
57

 

b) Al- Qur‘an Surah At- Taubah ayat 103 

ِْ ِّ ػََُِِهِ ِْ ثِهَب وَصَ ُِِّهِ ِْ وَرُضَ ُٛ ِْ صَذَهَخً رُطَهِّشُ ِٓىَأُهِ ِٖ اَ ٔٓ َّ ۚ  خُزْ  ّٰىرَيَ أ  صَ

ْٖ ٌَ ِْ عَ ُٚ ۚ  َُّهُ ُِٔٔغْ وَاُِ ّٰ ْْ عَ  ٤١١ - ػَُِِٔ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 

mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 

(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. Taubah: 103)
58

 

c) Al Qur‘an Surah Fushilat ayat 7 

َٖ َُب َُؤِرُ َٕ اَُّزَِٔ ّٰلٔشُوِ  ِْ ُٛ ِْ ثِبُْبّٰخٔشَحٔ  ُٛ ًّٰىحَ وَ َٕ اُضٖ  ٢ -ىِ

Artinya: ―(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan 

mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.‖
59
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2) Dasar Hukum Hadits 

Terdapat hadits yang bersifat umum, seperti riwayat Imam 

Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda:  

ٍٗ حَ ٖٛبةِ اُثَّوَلٔ ُٖ ثَشٖبسٍ حَذٖثََ٘ب ػَجِذُ اُْىَ ٖٔذُ ثِ ُٓحَ ِٖ َٗبكٔغٍحَذٖثََ٘ب  ِٖ ذٖثََ٘ب أََٗىةُ ػَ ِٖ اثِ  ػَ

َٔشَ هَب ٍُ ٍػُ ٚٔ اُْحَىِ ٍَ ػََُِِ ٚٔ حَزًٖ ََحُى ًَبحَ كُٔ َٓبًُب كََِب صَ ِٖ اعِزَلَبدَ  َٓ ٔٚ ٍَ أَثُى  ػِٔ٘ذَ سَثِّ هَب

ٍَ أَثُى ػُٔغًَ وَسَوَي  َْ هَب ِٖ أَعَِِ ِٖ صََِذٔ ثِ ِٖ ثِ َٔ ِٖ حَذَٔثٔ ػَجِذٔ اُشٖحِ ٔٓ َٛزَا أَصَحٗ  ػُٔغًَ وَ

 ِٖ َٔ َٓىِهُىكًب وَػَجِذُ اُشٖحِ َٔشَ  ِٖ ػُ ِٖ اثِ ِٖ َٗبكٔغٍ ػَ َٔشَ وَؿَُِشُ وَاحٔذٕ ػَ ُٖ ػُ ٚٔ ثِ ُٖ أََٗىةُ وَػُجَُِذُ اَُِّ ثِ

َٔب  ُٛ ِّ وَؿَُِشُ َٔذَِٔ٘ ُٖ اُْ ٍٗ ثِ ٍَ وَػَِٔ ُٖ حَِ٘جَ َٔذُ ثِ ُٚ أَحِ َْ ظَؼُٔقْ كٍٔ اُْحَذَٔثٔ ظَؼٖلَ ِٖ أَعَِِ صََِذٔ ثِ

ِّ صًََّ  ِٖ أَصِحَبةِ اُٖ٘جِ ٔٓ ِٖ ؿَُِشِ وَاحٔذٕ  ٌَ ػَ َـَِطٔ وَهَذِ سُوِ ًَثٔيُر اُْ ُٛىَ  َِ اُْحَذَٔثٔ وَ ِٛ ِٖ أَ ٔٓ

ٔٚ ُٚ ػََُِِ ٍُ  اَُِّ ٚٔ ََوُى ٍُ وَثِ ٚٔ اُْحَىِ ٍَ ػََُِِ ُٔغِزَلَبدٔ حَزًٖ ََحُى ٍِ اُْ َٔب ًَبحَ كٍٔ اُْ ْٕ َُب صَ َْ أَ وَعََّ

 ٌٍ َٓب َٕ ػِٔ٘ذَُٙ  ًَب ِْ إِرَا  َِ اُْؼِْٔ ِٛ ٍَ ثَؼِطُ أَ َٔذُ وَإِعِحَنُ و هَب ٍٗ وَأَحِ ُٖ أََٗظٍ وَاُشٖبكٔؼٔ َٓبُٔيُ ثِ

ٚٔ اُ ًَبحُ كَلُٔ ٚٔ اُضٖ ٚٔ رَدِتُ كُٔ َٓب رَدِتُ كُٔ ُٔغِزَلَبدٔ  ٍِ اُْ َٔب ُٙ عٔىَي اُْ ِٖ ػِٔ٘ذَ ٌُ ََ ِْ َُ ْٕ ًَبحُ وَإِ ضٖ

ْٕ اعِزَلَبدَ  ٍُ كَئِ ٚٔ اُْحَىِ ٍَ ػََُِِ ًَبحٌ حَزًٖ ََحُى ُٔغِزَلَبدٔ صَ ٍِ اُْ َٔب ٚٔ كٍٔ اُْ ِْ ََدِتِ ػََُِِ ًَبحُ َُ اُضٖ

ٍُ كَئِٖٗ ٚٔ اُْحَىِ ٍَ ػََُِِ ْٕ ََحُى ََ أَ ٚٔ َٓبًُب هَجِ ٚٔ اَُّزٌٔ وَخَجَذِ كُٔ َٓبُٔ َٓغَ  ُٔغِزَلَبدَ  ٍَ اُْ َٔب ٍِّ اُْ ُٚ َُضَ

ٌُىكَخٔ َُ اُْ ِٛ ٌٗ وَأَ ُٕ اُثَّىِسِ ٍُ عُلَُْب ٚٔ ََوُى ًَبحُ وَثِ  اُضٖ

 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar 

telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab At Tsaqafi telah 

menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dia 

berkata, barangsiapa yang memanfaatkan harta tertentu di tengah-

tengah haul (selama setahun) maka barang tersebut tidak 

dikeluarkan zakatnya hingga genap satu haul. Abu 'Isa berkata, 
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riwayat ini lebih shahih dari hadits Abdurrahman bin Zaid bin 

Aslam. Abu 'Isa berkata, hadits ini diriwayatkan juga oleh Ayyub 

dan 'Ubaidullah bin Umar serta yang lain dari Nafi' dari Ibnu 

Umar secara mauquf, dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam lemah 

dalam meriwayatkan hadits. Dia didhaifkan oleh Ahmad bin 

Hanbal dan Ali bin Al Madini serta para ahlul hadits yang lain, 

bahkan dia juga banyak melakukan kesalahan. Telah diriwayatkan 

dari banyak sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم, bahwa tidak ada zakat dari harta 

yang dimanfaatkan sampai genap satu haul (setahun). Ini juga 

merupakan pendapat Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. 

Sebagian ahlul ilmi berpendapat, jika seseorang memiliki harta 

yang wajib dikeluarkan zakatnya maka harta yang dimanfaatkan 

tersebut terkena wajib zakat, namun jika dia tidak memiliki harta 

yang terkena kewajiban zakat selain harta mustafad (yang 

dimanfaatkan) maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat 

dari harta mustafad tersebut hingga genap satu tahun, karena 

sesungguhnya dia mengeluarkan zakat dari harta mustafad beserta 

harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya dan ini merupakan 

pendapatnya Sufyan Ats Tsauri dan penduduk Kufah. (HR. At 

Tirmidzi: 561) 

 

ٍٗ حَذٖثََ٘ب َٔذَِٗ ٍٗ اُْ ُٖ صَبُٔحٍ اُطَِّْحٔ ُٕ ثِ َٛبسُو ُٓىعًَ حَذٖثََ٘ب   ُٖ ػَجِذُ  حَذٖثََ٘ب ََحًَُِ ثِ

ُٖ ِٖ ثِ َٔ ٍَصََِذٔ اُشٖحِ َٔشَ هَب ِٖ ػُ ِٖ اثِ ٚٔ ػَ ِٖ أَثُِ َْ ػَ ِٖ أَعَِِ ٚٔ  ثِ ُٚ ػََُِِ ٚٔ صًََّ اَُِّ ٍُ اَُِّ ٍَ سَعُى هَب

ٔٚ ٍُ ػِٔ٘ذَ سَثِّ ٚٔ اُْحَىِ ٍَ ػََُِِ ٚٔ حَزًٖ ََحُى ًَبحَ ػََُِِ َٓبًُب كََِب صَ ِٖ اعِزَلَبدَ  َٓ  َْ  وَكٍٔ اُْجَبة وَعََّ

َـَ٘ىَِٖخٔ  َٕ اُْ ِٖ عَشٖاءَ ثِِ٘ذٔ َٗجِهَب  ػَ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa telah 

menceritakan kepada kami Harun bin Shalih At Thalhi Al Madani 

telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam 

dari ayahnya dari Ibnu Umar dia berkata, Rasullullah صلى الله عليه وسلم bersabda, 

"Barangsiapa yang memanfaatkan harta tertentu di tengah-tengah 

haul maka bagi pemilik barang tersebut tidak dikeluarkan 

zakatnya hingga genap satu haul." dalam bab ini (ada juga 

riwayat -pent) dari Sarra' binti Nabhan Al Ghanawiyyah. (HR At 

Tirmidzi: 572)
60

 

 

                                                 

60
Muhammad bin isa at Tirmidzi, Jami‟ at- Tirmidzi (Riyadh: Daar el Salam, 2000), 170. 
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Berkenaan dengan perintah zakat ini, pada masa khalifah Abu 

Bakar ash- Shiddiq dikenal sebagai khalifah yang memiliki tekad untuk 

memerangi orang-orang yang shalat akan tetapi enggan untuk 

mengeluarkan zakat atas hartanya.
61

 Kewajiban menunaikan zakat harta ini 

bentuk menggugurkan kewajiban yang dikenakan pada seluruh harta yang 

tumbuh dan berkembang. Kewajiban akan zakat hilang ketika aset yang 

dimiliki merupakan harta tak bergerak yang tidak tumbuh dan bergerak 

semisal, rumah kostong, motor atau kendaraan yang rusak dan lain 

sebagainya.  

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 

Dalam kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Pasal 1 ayat (2), Zakat yang dimaksudkan dengan zakat 

merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ataupun 

badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai 

dengan syariat Islam.
62

 Secara regulasi menunaikan zakat adalah sebuah 

kewajiban, dibutuhkan kesadaran untuk mematuhi peraturan pemerintah 

untuk menunaikan zakat. 

Selain itu, berkenaan dengan zakat properti ini lebih spesifik pada 

zakat rumah kost atau properti yang diinvestasikan merupakan zakat mal 

yang harus dikeluarkan karena banyak ulama‘ yang mengqiyaskan dengan 

zakat pertanian dan juga perdagangan. Yang dimaksudkan zakat mal 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah zakat emas, perak, 

                                                 

61
Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 2. 

62
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.  
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dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, 

pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan, 

pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, serta rikaz.
63

 

d. Macam-Macam Zakat 

Zakat secara garis besar dalam Islam dibagi kedalam dua bagian 

yakni: 

1. Zakat Mal (zakat harta) 

Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang 

wajib dikeluarkan kepada sebagian orang-orang tertentu. Kepemilikan 

terhadap harta tersebut juga ditentukan berdasarkan jangka waktu juga 

jumlah minimalnya. Hukum menunaikan zakat mal ini adalah fardhu 

‗ain. Beberapa syarat wajib zakat mal diantaranya: a) Islam, b) 

merdeka, c) kepemilikan penuh, d) telah mencapai nisab, dan yang 

terakhir e) telah mencapai haul satu tahun, selain zakat tanaman dan 

buah-buahan. 

Mengenai pembagian dari zakat mal ini para ulama telah 

membaginya ke dalam dua bagian yakni: 

Pertama, zakat harta yang nyata (harta lahir) yang terang dilihat umum 

seperti halnya zakat binatang ternak, zakat tumbuh-tumbuhan 

(pertanian), zakat buah-buahan juga zakat barang logam. 

Kedua, zakat harta yang tidak nyata dan dapat disembunyikan, seperti 

halnya zakat emas, perak, rikaz, dan zakat barang-barang perniagaan.
64

 

                                                 

63
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 
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Sementara dalam pandangan Yusuf Qardhawi beberapa jenis harta 

yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain adalah: 

a. Binatang ternak 

b. Emas dan perak 

c. Hasil perdagangan 

d. Hasil pertanian 

e. Hasil sewa tanah 

f. Madu dan produksi hewan lainnya 

g. Barang tambang dan hasil laut 

h. Hasil investasi, pabrik dan gudang 

i. Hasil pencarian dan profesi 

j. Hasil saham dan obligasi
65

 

 

2. Zakat Nafs (zakat jiwa) 

Zakat Nafs atau zakat fitrah merupakan zakat pribadi yang wajib 

dikeluarkan oleh orang-orang muslim pada setiap hari raya idul fitrah. 

Zakat fitrah sendiri dikeluarkan atas diri seseorang pun juga untuk 

keluarga yang menjadi tanggungannya. Tujuan dikeluarkan zakat fitrah 

adalah untuk mensucikan diri dari dosa-dosa yang kita lakukan selama 

bulan Ramadhan sehingga kita mencapai kesucian dan menjadi fitrah 

atau bersih kembali.
66

 Syarat sah dalam menunaikan zakat fitrah ini 

adalah a) orang Islam, b) orang tersebut masih ada ketika matahari 

terbenam pada terakhir bulan ramadhan, dan ada kelebihan makan 

untuk dirinya dan keluarganya. 

 

 

                                                                                                                                      

64
Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 28-29. 

65
Yusuf Al-Qardhawi, Masalah-Masalah Islam Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 

122. 
66

Juani Syukri Shofia, Catatan Pribadi Fiqih Ibadah (Jakarta: Yayasan Raudhatul Mubtadiin, 

2014), 514. 
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e. Nisab dan Haul Zakat 

Pelaksanaan zakat memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri, dalam 

pelaksanaannya dikenal istilah nisab dan juga haul. Nisab merupakan 

ketentuan jumlah minimal harta yang dikenai wajib zakat, sedangkan 

untuk haul merupakan batas waktu minimal dari kepemilikan harta yang 

wajib dikeluarkan zakatnya. Berikut data nisab, haul serta besaran zakat 

yang wajib dikeluarkan atas harta kita: 

Tabel 2.2 

Nisab dan Haul Zakat 

No Jenis Harta Nisab Haul Besaran zakat 

1.  

Emas dan Perak Emas= 85.7 

gram 

Perak= 574 

gram 

Satu tahun 

tanpa 

tanggungan 

hutang dan 

dapat 

memenuhi 

kebutuhan 

pribadi 

2.5% dari 

keseluruhan emas 

dan perak yang 

dimiliki dan 

bukan emas 

ataupun perak 

yang dipakai. 

2.  

Zakat Hasil 

Pertanian juga 

Tanaman dan 

Buah-buahan 

5 wasaq = 750 

kg beras atau 

850 lt beras 

Setiap 

panen 

5% jika 

pengairan 

mengeluarkan 

biaya. 

10% jika 

pengairan berasal 

dari air hujan 

ataupun sungai. 

3.  Zakat Ternak 

 

a. Kambing atau 

Domba 

1) 40-120 

ekor 

2) 121-200 

ekor 

3) 201-399 

ekor 

4) 400 ekor 

5) Setiap 

bertambah 

100 ekor 

 1) 1 ekor umur 2 

tahun 

2) 2 ekor umur 2 

tahun lebih 

3) 3 ekor umur 2 

tahun lebih 

4) 4 ekor umur 2 

tahun lebih 

5) Tambah 1 

ekor lagi 
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b. Sapi atau 

Kerbau 

1) 30-39 ekor 

2) 40-59 ekor 

3) 60-69 ekor 

4) 70-79 ekor 

5) 80-89 ekor 

6) Setiap 

bertambah 

30 ekor 

 1) 1 ekor umur 1 

tahun 

2) 1 ekor umur 2 

tahun 

3) 2 ekor umur 1 

tahun 

4) 2 ekor umur 2 

tahn 

5) 3 ekor umur 1 

tahun 

6) Tambah 1 

ekor lagi 

 

c. Unta 1) 5-9 ekor 

2) 10-14 ekor 

3) -15-19 

ekor 

4) 20-24 ekor 

5) 25-35 ekor 

6) 36-45 ekor 

7) 46-60 ekor 

8) 61-75 ekor 

9) 76-90 ekor 

10) 91-120 

ekor 

11) 121 ekor 

12) Setiap 

tambah 40 

ekor 

13) Setiap 

tambah 50 

ekor 

 

 1) 1 ekor 

kambing 

umur 2 tahun 

2) 2 ekor 

kambing 

umur 2 tahun 

3) 3 ekor 

kambing 

umur 2 tahun 

4) 4 ekor 

kambing 

umur 2 tahun 

5) 1 ekor unta 

umur 1 tahun 

lebih 

6) 1 ekor unta 

umur 2 tahun 

lebih 

7) -1 ekor unta 

umur 3 tahun 

lebih 

8) -1 ekor unta 

umur 4 tahun 

lebih 

9) -2 ekor unta 

umur 2 tahun 

lebih 

10) -2 ekor unta 

umur 3 tahun 

lebih 

11) -3 ekor unta 

umur 2 tahun 

12) -1 ekor unta 

umur 2 tahun 
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lebih 

13) -1 ekor unta 

umur 3 tahun 

lebih 

 

-  

4.  
Zakat 

Perdagangan 

85.7 gram 

emas murni 

Satu tahun 2.5% 

5.  

Zakat 

Perusahaan 

(Eksploitasi) 

85.7 gram atau  Satu tahun 2.5% 

6.  

Harta Rikaz 

(barang temuan) 

Emas= 85.7 

gram atau 

perak= 574 

gram 

Satu tahun 2.5% 

7.  
Zakat profesi 85.7 gram 

emas 

Satu tahun 2.5% 

8.  Zakat Fitrah - - 2.176 kg 

 

f. Golongan Penerima Zakat 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, mustahik adalah 

orang yang berhak menerima zakat.
67

 Seperti halnya dalam firman Alla 

Ta‘ala Qur‘an Surah At-Taubah ayat 60: 

َٔب  ِْ وَكًٔ اُشِّهَبةِ أٖٗ ُٔؤََُّلَخٔ هُُِىِثُهُ َٖ ػََُِِهَب وَاُْ ُِِٔٔٓ ِٖ وَاُْؼَب ٌُِٔ َٔغّٰ ِْلُوَشَاۤءِ وَاُْ اُصٖذَهّٰذُ ُٔ

َِ ِٖ اُغٖجُِِ ٚٔ وَاثِ َِ اُِ ّٰ ٍِ عَجُِِ َٖ وَكٔ ُِٔٓ َـبسِ ٚٔ  ۗ  وَاُْ َٖ اُِ ّٰ َّٔٓ ْْ ۗ  كَشَِِعَخً  ٌُِٔ ْْ حَ ُٚ ػَُِِٔ  ٠١ –وَاُِ ّٰ

Artinya:”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), 

untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) 

orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang 

sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah 

Maha Mengetahui, Maha Bijaksa”
68

 

                                                 

67
Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 

68
Kementerian Agama Jatim, Fiqih Zakat, 86. 
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1) Fakir, menurut pengarang al-Muhadzab definisi fakir adalah orang 

yang tidak memiliki sesuatu (usaha/alat/media) kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya.
69

 

2) Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mempunyai mata 

pencaharian akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. 

3) Amil adalah orang yang ditugasi (oleh penguasa) untuk menarik zakat 

dari orang-orang yang berhak membayar zakat. 

4) Mukallaf adalah orang yang baru saya masuk Islam. 

5) Riqab (budak) adalah orang yang berada di bawah kuasa majikan, 

akan tetapi masih memiliki hak untuk menebus dirinya dengan harta 

kepada sang tuan. 

6) Gharim (orang yang terlilit hutang), yaitu orang yang berhutang untuk 

\kemaslahatan dan kebaikan dirinya serta harta utang tidak 

dipergunakan dalam hal maksiat, kemudian tidak mampu untuk 

membayar hutangnya.
70

 

7) Sabilillah, adalah seorang sukarelawan dalam hal perjuangan Islam 

dan tidak memiliki gaji pokok atau tetap. 

8) Ibnu Sabil, adalah orang yang melakukan perjalanan atau seorang 

musafir atau dalam perantauan.
71

 

 

 

                                                 

69
Kementerian Agama Jatim, Fiqih Zakat, 87. 

70
Muḥammad ibn Idrīs Shāfiʻī, Ringkasan kitab al-Umm (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 500-501. 

71
M. Arief Mufraini and Hepi Prayudiawan, Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan 

Kesadaran Dan Membangun Jaringan (Jakarta: Kencana, 2006), 202-207. 



43 

 

 

 

g. Pengertian Properti  

Properti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan harta 

berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang 

dimaksudkan; tanah milik dan bangunan.
72

 Kata properti di berbagai 

literatur memiliki dua konsep. Pertama, properti disamakan dengan real 

estate yang lebih condong pada kondisi fisik berupa tanah dan segala yang 

ada diatasnya. Yang kedua, properti juga memiliki persamaan dengan real 

property yang lebih cenderung pada penguasaan unsur hak dan 

kepemilikan.
73

 

Sedangkan dalam bahasa arab properti adalah القار yang memiliki 

beberapa pengertian sebagai berikut: 

Menurut ulama Hanafiyah:  

َُ إِلاَّ الأسِضَ خَبصٖخَ ٔٔ  كَبُْؼَوَبسُ ػِٔ٘ذَ اُْحََ٘لُٖٔخٔ لَا ََشِ

Properti menurut Hanafiyah hanya ditujukan kepada tanah saja. 

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu 

yakni: 

ُٚ أَ ُٚ وَرَحِىَُِِِ ُٖ َٗوُِْ ٌٔ ِٔ ٌِ لَا َُ ُٛىَ اُزٖبثِذُ اََُّزٔ ٕٕ إَُِئ اخَشَوَاُْوبَسُ:  ٌَب َٓ  ِٖ ٔٓ ٍِ صِلًا   ًَبُذٖوِسِ وَاْلَأسَظٔ
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Properti adalah suatu barang tetap yang tidak dapat dipindahkan dan 

dikonversikan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya seperti rumah dan 

tanah.
74

 

Properti memiliki jenis fungsi dan tujuan penggunaannya, sebagai 

berikut: 

Pertama, yang dimiliki untuk didiami atau digunakan, maka tidak ada 

kewajiban zakat padanya, karena bukan komoditas perdagangan. Begitu 

pula atas tanah yang dibiarkan kostong. 

Kedua, tanah yang digunakan untuk lahan pertanian, maka zakatnya 

mengikuti oleh zakat pertanian yang dikenakan zakat atas hasil tanam dan 

ketika telah mencapai nisab. 

Ketiga, rumah dan tanah yang dimiliki diniatkan untuk diperjualbelikan, 

maka dianggap harta perdagangan, sehingga ketika telah genap satu tahun 

dari nisabnya, wajib dikeluarkan 2.5% darinya, yang dihitung dari harga 

sejak genap haulnya. 

Keempat, properti yang ditujukan untuk investasi seperti untuk disewakan, 

atau didirikan bangunan untuk dikontrakkan, maka jenis harta yang harus 

dizakati bukan pada pokok hartafgggmmmnya akan tetapi pada hasilnya.
75
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3. Zakat Properti Perspektif Yusuf Qardhawi 

a. Biografi Yusuf Qardhawi 

Yusuf Qardhawi dengan nama lengkap Yusuf bin Abdullah bin Ali 

bin Yusuf lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir pada September 1926. 

Nama beliau dinisbatkan pada daerah yang bernama al-qardhah tempat 

dimakamkannya sahabat nabi yakni Abdullah bin Harith bin Juz al-

Zubaidi.
76

 Tempat beliau dibesarkan juga merupakan tempat peristirahatan 

beliau pada tahun 86 H. 

Sejak usia lima tahun, Yusuf diantar ke Kuttab untuk menghafal al- 

Qur‘an. Sehingga sebelum mencapai usia sepuluh tahun beliau telah 

merampungkan hafalannya. Selain belajar agama, Yusuf Qardhawi juga 

mengenyam pendidikan formal di madrasah, hingga pada tahun 1952 

beliau lulus pendidikan dari Universitas al-Azhar Fakultas Ushuluddin. 

Tak berhenti untuk belajar pada tahun 1972 Yusuf Qardhawi dapat 

menyelesaikan gelar doktornya atas disertasi zakat, dan dampaknya dalam 

penanggulangan kemiskinan dan disempurnakan menjadi Fiqih Zakat.
77

 

Perjuangan karir Yusuf Qardhawi dimulai dengan bekerja sebagai 

penceramah dan pengajar di berbagai masjid. Pada tahun 1961 beliau 

menjabat sebagai kepala sekolah menengah di Qatar. Hingga pada tahun 

1973 beliau diberikan kewenangan untuk mendirikan jurusan Studi Islam 

di Universitas Qatar. Perjuangan dakwah beliau lewat pendidikan semakin 
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lancar, hingga pada tahun 1977 beliau dipilih menjadi dekan fakultas 

Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Tak berhenti disitu beliau 

juga mendirikan Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar, 

dan mengisi kuliah tamu hingga ke al-Jazair.
78

 

Mengenai pemikiran Yusuf Qardhawi, pendapat fiqih kontemporer 

beliau bertumpu pada landasan Rabbani yang kuat, sebagai konsekuensi 

keyakinan atas Islam sebagai ajaran universal. Wujud konkret dari 

formulasi fiqh dalam menangani berbagai problema kehidupan kekinian. 

Dalam berijtihad, Yusuf Qardhawi mencari setiap akar teologis sebagai 

pijakan bagi persoalan-persoalan modern termasuk dalam formulasi 

fiqhnya. Kemudian, mempersiapkan metodologi secara teologis. Maka 

darinya upayanya menyegarkan ijtihad dikalangan ulama merupakan 

ijtihad kreatif pada permasalahan kontemporer.
79

 

b. Konsep Zakat Properti Yusuf Qardhawi 

Yusuf Qardhawi berpendapat mengenai zakat properti sebagai 

berikut: 

ُِٔ٘زَدَخٔ كٍٔ  ٍِ اُْ ِٓىَا َٔب وَكٍٔ اَ ٍِ ؿََّزٔهِ َٔب كٔ ٔٛ ٖٔبحٔ وَالَمصَبِٗغِ وََٗحىِ ًَبحَ اُْؼَ َّ الَأوًَُ صَ َٗشَي أَ

ٔٔوْذَاسِ  ٍِ ثِ َٔب ِٖ سَأطِ اُْ ٔٓ ٍِ رُؤِخَزُ اُضًٖبَحُ  َِٔ٘وُى ٍِ وَاُثَّبثِذٔ, كَلٍٔ اُْ َِٔ٘وُى َٖ اُْ ػٔصشِٗبَ, ُٗلَشِّمُ ثَُِ

ٔٔوْذَاسِ اُْؼُشِشِ اَوِ ِٗصِقٔ اُْؼُشِشِص سُثغِ اُْؼُ ٚٔ ثِ ِٖ ؿََّزٔ ٔٓ ششِ, وَاُثَّبثِذٔ رُؤِخٓزُ اُضًٖبَحُ   

“Kami berpendapat bahwa yang lebih baik adalah memungut 

zakat dari hasil investasi gedung atau pabrik dan sebangsanya. 
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Dan kami juga membedakan antara harta yang memberikan hasil 

itu ke dalam harta bergerak dan tidak bergerak. Atas kekayaan 

yang bergerak dikenakan atas modal sebesar 2.5% sedangkan 

atas kekayaan yang tidak bergerak dikenakan zakat atas hasilnya 

sebesar 10% atau 5%. Dan nisabnya berdasarkan nisab uang 

yaitu seharga 85 gram emas.”
80

 

Zakat properti ini, dalam perspektif Yusuf Qardhawi zakat atas 

properti memiliki dua kriteria. Jika harta tersebut tidak bergerak 

(contohnya: bangunan dan tanah) maka dikenakan atas hasilnya sebesar 

5% atau 10%. Dengan nisabnya yakni seperti zakat uang atau sebesar 85 

gram emas atau sebesar 85 juta rupiah dalam setahun. Kriteria kedua, jika 

harta bergerak seperti halnya hewan, kendaraan dan lain sebagainya maka 

dikenakan zakat 2.5% dari modalnya.
81

 Serta berlaku haul yakni setelah 

satu satu dikembangkan. 

Tentang kewajiban zakat ini para ulama dengan selisih pahamnya 

memiliki dua argumen. Pendapat pertama, tidak mewajibkan zakat atas 

properti dikarenakan pada zaman Rasulullah SAW tidak ada percontohan 

zakat tersebut juga dalam al-Qur‘an tidak pernah diungkapkan. Pendapat 

dari ulama kontemporer Yusuf Qardhawi mewajibkan zakat properti ini 

dikarenakan sebab ‗illah yang sama yakni berkembang dan untuk 

mensucikan harta. Yusuf Qardhawi dalam menentukan hukum zakat 

properti yang tidak didapati dalam Nash adalah sebagai berikut: 
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Pertama, Sesungguhnya keumuman yang ada dalam Nash al- 

Qur‘an dan Hadits Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya setiap harta 

titipan yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya. 

Kedua, Zakat wajib atas barang yang dapat berkembang atau 

menghasilkan. Seperti halnya properti rumah kost yang dapat berkembang 

dengan adanya penghasilan atas sewa yang dilakukan, oleh karena itu 

logis jika zakat properti hasil sewa rumah kostt dikenakan wajib zakat. 

Ketiga, Maksud dari pensyariatan zakat adalah sebagai bentuk 

penyucian pemilik harta, penyantunan terhadap fakir miskin, dan 

keikutsertaan dalam membela agama Islam. Maka konsekuensi logis 

tercipta, jika adanya kewajiban zakat atas petani gandum, petani apel dan 

pemilik pabrik dan usaha lainnya wajib akan penunaian zakat. Pada 

dasarnya sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi bahwasanya zakat 

properti wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan tiga dasar utama kehujjahan 

pendapat sebab seluruh nash al-Qur‘an dan hadits secara mutlak 

mewajibkan penunaian zakat. Kedua kalinya, zakat diwajibkan atas objek 

harta yang tumbuh dan berkembang dan yang terakhir adalah tujuan 

penunaian zakat adalah untuk mensucikan orang yang memiliki harta, 

maka sudah selayaknya kita yang dititipi harta kekayaan wajib 

mengeluarkan zakat. 
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c. Haul dan Nisab Zakat Properti Yusuf Qardhawi 

Dua pendapat lama tentang zakat properti yang diinvestasikan ini adalah: 

 

إٔ روىّ ورضًً صًبح اُزدبسح: ٛزا اُشأٌ َؼبَٓ ٓبُي اُؼٔبسح  -الاتجبٙ الأوٍ

الاعزـلاُُخ, واُطبئشح واُغلُ٘خ اُزدبسَزين ونحىٛب ٓؼبِٓخ ٓبُي اُغِغ اُزدبسَخ, كزثٖٔ 

  %2.5اُؼٔشح ًَ ػبّ, ٓعبكب إُُهب ٓب ثوٍ ٓؼٚ ٖٓ إثشادٛب, ويخشج ػٖ رُي ًِٚ 

 82ًٌِؼشوض اُزدشح.

Pertama, zakat dinilai dan disamakan dengan zakat dagang. 

Menurut pendapat ini pemilik gedung yang diinvestasikan, kapal terbang, 

dan kapal laut dagang dan sejenisnya diperlakukan seperti halnya pemilik 

barang dagang. Berdasarkan hal tersebut gedung harus dinilai harganya 

setiap tahun kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang ada, barulah 

dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% seperti zakat dagang.  

Beberapa pendapat ulama sunni dan syiah yang setuju akan 

kewajiban zakat properti. Ibnu Aqil dari mazhab Hambali menukil 

pendapat Imam Ahmad tentang perhiasan yang  disewakan, beliau 

berpendapat dikhususkan wajib zakat atas benda tak bergerak yang 

disediakan untuk disewakan dan semua barang yang yang disewakan dan 

diperuntukkan untuk disewakan.
83

 Pandangan Hadawiya tentang zakat 

investasi, mengutip pendapat dalam al- Baar: 1) keumuman bunyi nash-
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nash yang mewajibkan zakat secara mutlak atas kekayaan dan tidak 

membeda-bedakan dan 2) analogi kekayaan yang diinvestasikan dengan 

kekayaan yang diperdagangkan tidak ada bedanya karena sama-sama 

dimaksudkan untuk dipertumbuhkan baik itu berputar pada bendanya 

ataupun hasilnya.
84

 

الاتجبٙ اُثبني: إٔ رضًً اُـِخ ػ٘ذ هجعهب صًبح اُ٘وىد: أٓب اُشأي اُثبنى اُزٌ وخذٗبٙ 

ُجؼط الأئٔخ في ًزج٘ب اُلوهُخ, كئٗٚ َ٘ظش إلى ٛذٙ المغزـلاد ٗظشح أخشي, كلا َأحز 

 85َأخزٛب ٖٓ ؿِزهب وإَشادٛب.اُضًبح ٖٓ هُٔزهب ًَ حىٍ, وٌُٖ 

Kedua, dikeluarkannya zakat dari hasil investasi yang sudah 

diterima, sebagai zakat uang. Pengambilan zakat ini tidak dipungut dari 

total harga setiap tahun, tetapi dipungut dari keuntungan dan hasil 

investasi. Menurut Imam Ahmad tentang orang yang menyewakan 

rumahnya dan menerima sewanya ia harus mengeluarkan zakatnya bila ia 

mempergunakan hasil sewa tersebut. Sesuai dengan pendapat al- Hasyr fi 

Mazhab an- Nashir dimana disebutkan bahwa toko, rumah, barang-barang 

yang disewakan bila sewanya mencapai 200 dirham setahun, maka 

zakatnya adalah 2.5% bila tidak cukup tidak ada zakatnya.
86

 

Pendapat mutakhir, dizakatkan labanya sebagai zakat hasil 

tanaman dan buah-buahan. Pendapat ini mengutip pemikiran Abu Zahra, 

Abd Wahab Khalaf, dan Abd Rahman Hasan, karena pembagian kekayaan 
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ada tiga macam yakni: 1) kekayaan pribadi seperti rumah dan simpanan 

makanan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. 2) kekayaan yang dimiliki 

untuk memperoleh keuntungan yang tersimpan dalam tabungan adalah 

wajib zakat, dan 3) kekayaan yang tidak jelas fungsinya, seperti perhiasan 

ataupun ternak yang dipekerjakan dan dikembangkan. Berdasarkan hal 

tersebut gedung-gedung dan alat industri yang tetap dikenakan zakat atas 

hasilnya tidak disertakan modalnya. Dari hasil investasi bisa diambil 5% 

dari total hasil kotor atau 10% dari hasil bersihnya.
87

 

Meskipun Yusuf Qardhawi sangat setuju terhadap pendapat yang 

mutakhir beliau memberikan catatan bahwasanya penganalogian gedung-

gedung yang disewakan semisal rumah kost dengan tanah pertanian tidak 

tepat. Penganalogian yang paling tepat beliau ungkapkan dengan zakat 

dalam bentuk uang sewa. Oleh karenanya, penentuan nisab zakat yakni 

200 dirham  yang setara dengan 595 gram  perak atau senilai Rp. 

6.247.500
88

 perak dari hasil sewa, baru diambil 2.5% zakatnya. Dan dapat 

ditunaikan setiap ia mendapatkan laba atau penghasilan atas sewanya 

tersebut.
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan pendapat Sugiyono, untuk mendapatkan data yang valid, 

dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dibuktikan suatu pengetahuan 

tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah.
89

 Berikut metode penelitian yang akan 

dipakai dalam penelitian ini: 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

empiris dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (field research)
90

, 

tepatnya di lokasi penelitian yakni Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, 

Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang 

berasal dari wawancara terhadap narasumber yakni beberapa pemilik rumah 

kost yang berada di lokasi penelitian yakni Kelurahan Dinoyo, Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang. Fokus data yang ingin diperoleh adalah mengenai 

pemahaman dan implementasi zakat properti yang dijalankan oleh pemilik 

rumah kost Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.  
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan 

penelitian kualitatif.
91

 Menggunakan metode studi kasus tunggal
92

, yakni 

memahami secara mendalam dan menjelaskan mengenai, bagaimana tingkat 

pemahaman dan implementasi pembayaran zakat properti pemilik rumah kost 

Dinoyo. Hal ini ditunjukkan dengan penyajian deskriptif hasil wawancara,
93

 

mengenai pencarian fakta mengenai pemahaman dan implementasi 

pembayaran zakat properti oleh pemilik rumah kost di daerah Kelurahan 

Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.  

C. Lokasi Penelitian 

Penetapan lokasi atau lokus penelitian yang dilakukan secara purposif 

yakni berada di daerah Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang. Diambilnya lokasi penelitian di daerah ini, berdasarkan pertimbangan 

peneliti mengenai potensi sumber daya objek penelitian yakni pemilik rumah 

kost. Selain itu, juga dikarenakan di daerah Dinoyo memiliki dua kampus besar 

Universitas Islam Negeri Malang dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang dan juga berada di tengah-tengah beberapa kampus tetangga 

yang besar, sehingga banyak didapati pemilik rumah kost. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer dari penelitian ini didasarkan pada hasil wawancara 

kepada subjek penelitian.
94

 Hasil wawancara terhadap narasumber 

disimpulkan mengenai pemahaman dan implementasi pembayaran zakat 

properti yang dilakukan oleh pemilik rumah kost di Kelurahan Dinoyo 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang untuk dianalisis menggunakan 

perspektif Yusuf Qardhawi. 

Penentuan subjek penelitian didasarkan pada teknik purposive 

sampling dengan berlandaskan pada pertimbangan kriteria narasumber 

atau subjek penelitian.
95

 Pada Penelitian Implementasi Pembayaran Zakat 

Properti pada pemilik rumah kost dalam perspektif Yusuf Qardhawi, 

berikut kriteria subjek penelitian: 

1) Subjek merupakan pemilik properti rumah kost yang berada di 

daerah Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

2) Subjek merupakan pemilik rumah kost yang memiliki kamar sewa 

lebih dari sepuluh kamar. 
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Tabel 3.1 

Daftar Narasumber 

No. Nama Alasan  Alamat Rumah Kost 

1.  H. Arif Purnama 

Adi 

Memiliki 19 kamar Jl. Simpang Sunan 

Kalijaga I/14 

2.  Hj. Satina 

Puluhulawa  

Memiliki 25 kamar Sunan Kalijaga Dalam 

No. 1, Dinoyo, 

Lowokwaru  

3.  Yusita Priandari Memiliki 31 kamar Jalan Simpang Sunan 

Kalijaga Blok Graha 

Cendana No. A2 

4.  Zuhria Oktafia  Memiliki 24 kamar Jl Mt Haryono 6b 877 

5.  Favourita Memiliki 12 kamar Jl. Sunan Muria gang II 

Blok C/4 

6.  Hj. Anis 

Mufidiyanti, SH, 

M.Kn 

Memiliki 15 kamar Mt.Haryono Gg.6b 

955-956 Dinoyo 

Malang 

7.  Dudin Fendi Memiliki 11 kamar Gg. 6 Jl. Gajayana 

No.577 c, Dinoyo, Kec. 

Lowokwaru, Kota 

Malang, Jawa Timur 

65145 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ini merupakan bahan pustaka yang berisikan 

informasi tentang bahan primer.
96

 Di antaranya berasal dari buku, jurnal, 

seminar, laporan penelitian, majalah, tesis/ disertasi, dan sebagainya yang 

berkaitan dengan zakat properti dalam hukum Islam dan salah satu buku 

acuan karya Yusuf Qardhawi berjudul Hukum Zakat yang diterjemahkan 

oleh Dr. Salman Harun, Dr Didin Hafidhuddin, dan Dr. Hasanuddin yang 

diterbitkan oleh Litera AntarNusa tahun 2007. Berikut juga didapati dari 
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al-Qur‘an dan Hadits maupun Undang-Undang terkait yakni Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, sebagai bahan 

penjelas. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Agar diperoleh data secara objektif penulis menggunakan beberapa 

metode pengumpulan data guna mendukung diperolehnya kebenaran data, 

meliputi: 

a.  Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) yang diterapkan oleh peneliti adalah 

wawancara langsung untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan 

melalui percakapan dan bertatap muka dengan pemilik rumah kost. 

Sedangkan, teknik wawancara digunakan  merupakan wawancara tersusun  

dimana sudah ditetapkan point-point pertanyaan yang akan digali 

informasinya terkait pemahaman dan implementasi zakat properti oleh 

pemilik rumah kost. Dimana topik riset ini cocok digali dalam penerapan 

di masyarakat.
97

 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data kedua yakni kegiatan dokumentasi 

dalam mengabadikan kegiatan wawancara berupa foto, rekaman, juga 

catatan sebagai bukti penggalian informasi terkait pemahaman, 
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pelaksanaan atau implementasi zakat properti pemilik rumah kost daerah 

Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
98

 

G. Metode Pengolahan Data 

Setelah mendapatkan beberapa data yang digunakan untuk menunjang 

penelitian, maka penulis akan berusaha mengolah data dengan menerapkan 

analisis atau mengkaji perolehan data agar menjadi akurat, berikut cara analisis 

data kualitatif yang digunakan oleh peneliti: 

a. Pemeriksaan data (editing) 

Pada langkah awal pengolahan data, peneliti memastikan lengkap 

tidaknya data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 

narasumber yakni pemilik rumah kost di Kelurahan Dinoyo Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang.
99

 Pemeriksaan data ini ditujukan agar data 

fokus masalah dapat diperoleh yakni berkaitan dengan pemahaman dan 

juga implementasi pembayaran zakat properti oleh pemilik rumah kost di 

daerah Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

b. Klasifikasi (classifying) 

Pada tahap klasifikasi, peneliti berusaha memilah dan memilih data 

hasil wawancara dengan pemilik kost di daerah Kelurahan Dinoyo 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang untuk dikelompokkan. 

Pengelompokkan data berdasarkan indikator-indikator jawaban atas 

pertanyaan wawancara yang sama. Dimana data dikelompokkan 
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berdasarkan arah kesimpulan yakni pemahaman dan implementasi zakat 

properti oleh pemilik rumah kost.
100

 

c. Verifikasi (verifying) 

Verifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 

pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan dan lain sebagainya. 

Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik triangulasi 

sumber data.
101

 Dalam tahap ini peneliti berusaha memeriksa kembali data 

hasil wawancara dengan pemilik rumah kost di Kelurahan Dinoyo 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang telah didapat sehingga dapat 

diperoleh data yang akurat dan kesalahan dapat diminimalisir.  

d. Analisis (analyzing) 

Berdasarkan model analisis penelitian bentuk lain dari Prof 

Sugiyono mengenai Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, pada tahap 

analisis dalam penelitian Implementasi Pembayaran Zakat Properti ini, 

peneliti  berusaha mendeskripsikan data mentah  wawancara dengan 

narasumber atau pemilik rumah kost Dinoyo (analisis deskriptif). Kedua, 

mengkategorikan data yakni mengenai pemahaman juga implementasi 

pembayaran zakat (analisis kategori). Kemudian yang terakhir adalah 

(analisis connecting) yakni menghubungkan pemahaman dan 

implementasi pembayaran zakat properti oleh pemilik rumah kost 
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Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan konsep 

teori zakat properti dalam perspektif Yusuf Qardhawi.
102

 

e. Kesimpulan (concluding) 

Proses terakhir adalah proses menyimpulkan data yang telah 

dianalisis. Kesimpulan ini berawal dari hipotesis kemudian diperjelas 

dengan temuan data hasil wawancara dengan narasumber,
103

 sehingga 

hasil analisis temuan dapat dirinci penjelasan atas implementasi 

pembayaran zakat properti berdasarkan tingkat pemahaman pemilik rumah 

kost di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.  
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BAB IV  

IMPLEMENTASI PEMBAYARAN ZAKAT PROPERTI PEMILIK 

RUMAH KOST PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI                                  

(Studi Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Dinoyo adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota 

Malang, Provinsi Jawa Timur. Kelurahan ini diperkirakan pusat dari 

kerajaan Kanjuruhan, di mana salah satu raja terkenalnya bernama Gajayana. Di 

daerah ini juga pernah ditemukan 2 prasasti yang berkaitan dengan kerajaan 

Kanjuruhan. Dinoyo selain salah satu pusat pendidikan di kampus, juga 

merupakan penghasil keramik yang dikenal dengan keramik Dinoyo, Pusat usaha 

keramik dinoyo terletak di RW 03, atau sepanjang jl. MT Haryono Gang 9-11.
104

 

Kelurahan Dinoyo merupakan kelurahan yang terletak di wilayah 

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari tujuh RW 

(Rukun Warga) dan 51 RT (Rukun Tetangga). Secara administratif, Kelurahan 

Dinoyo dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Di sebelah 

utara, Kelurahan Dinoyo berbatasan langsung dengan Kelurahan Tunggulwulung, 

Kecamatan Lowokwaru. Sedangkan di sebelah timur, kelurahan ini juga 

berbatasan langsung dengan Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru. Di 

sebelah selatan, Kelurahan Dinoyo berbatasan dengan Kelurahan Ketawanggede, 

Kecamatan Lowokwaru. Lalu, di sebelah barat, Kelurahan ini berbatasan dengan 
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Kelurahan Tlogomas dan Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru.
105

 Dua 

perguruan besar yang terletak di Kelurahan Dinoyo adalah Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Islam Malang. 

Persebaran penduduk di lokasi penelitian kecamatan Lowokwaru diketahui 

mencapai 8.720 Jiwa/Km2. Di Kota Malang, selama periode 2018 hingga 2019, 

komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir 

memiliki peluang untuk hidup hingga 73,15 tahun, meningkat 0,22 tahun. Anak-

anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 15,41 tahun, 

meningkat 0,01 tahun. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-

rata telah menempuh pendidikan selama 10,17 tahun meningkat 0,01 tahun. 

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (harga konstan 2012) telah mencapai Rp. 

16,67 juta, meningkat Rp.508 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan 

seluruh komponen tersebut menyebabkan kenaikan IPM secara umum. Berikut ini 

adalah grafik yang menunjukkan pertumbuhan IPM Kota Malang periode 2013-

2019.  Mengenai perekonomian masyarakatnya di tahun 2019 paling tinggi usaha 

masyarakat adalah dalam industri pengolahan dengan prosentase 25.73%, selain 

iru usaha lain yang terbesar adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil 

dan sepeda motor sebanyak 29.24%, sedangkan usaha real estate ada 1.45%.
106

 

B. Profil Pemilik Usaha Rumah Kost 

Usaha sewa kost di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota 

Malang memang sangat menjamur. Kondisi lingkungan yang sangat strategis 

                                                 

105
Alex Primavera, ‗Profil Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang‘, Ngalam.co 

(blog), 20 May 2016, https://ngalam.co/2016/05/20/profil-kelurahan-dinoyo-kecamatan-

lowokwaru-kota-malang/. 
106

 Disnaker Kota Malang, ‗Pemetaan Investasi Kota Malang 2020‘., 67. 



62 

 

 

 

karena banyaknya pendatang, menjadikan bisnis rumah kost ini kian digemari 

masyarakat.  Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan implementasi masyarakat 

Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang peneliti melakukan 

penelitian kepada tujuh informan sebagai berikut: 

Pertama, bapak H. Arief Purnama Adi yang memiliki rumah kost Jl. 

Simpang Sunan Kalijaga I/14. Memulai usaha pendirian rumah kost sejak 2017 

yang memiliki 9 kamar, dan pada tahun 2018 ditingkatkan menjadi total 19 kamar 

kost. Beliau memiliki rumah kost dengan spesifikasi kamar mandi dalam dan luar, 

lemari, springbed, dispenser luar, alat olah raga, wifi, dan kulkas luar. Mengenai 

tarif sewa yang beliau berikan per bulan adalah 750 ribu dan tarif 600 ribu untuk 

anak-anak asal pasuruan juga paiton. Beliau menyampaikan alasan tersebut 

dikarenakan beliau merupakan orang asli kelahiran Pasuruan dan sekarang bekerja 

di PLTU Paiton. Bahkan dua orang diantaranya diberikan biaya gratis tidak 

dipungut biaya sama sekali. Selain bekerja di PLTU Paiton beliau juga bergerak 

dalam usaha jasa konstruksi sebagai kontraktor besar dari Pasuruan. Rincian 

pendapatan yang beliau dapatkan selama satu bulan beliau memiliki 14 kamar 

dengan harga 750 ribu akan tetapi 6 diantaranya hanya dipatok sewa 600 ribu 

karena alasan adanya anak pasuruan dan paiton, 2 diantaranya gratis, serta sisa 3 

kamar dengan sewa 600 ribu. Sehingga, total omset per bulan beliau mencapai 11, 

4 juta per bulan dan total pendapatan per tahun mencapai 136,8 juta dengan biaya 

perawatan 2,5 juta dan memiliki penghasilan bersih mencapai 134,3 juta rupiah.
107
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Kedua, ibu Hj. Satina Puluhulawa merupakan perempuan asli Gorontalo 

yang memiliki suami dari Ketawanggede Malang dan sekarang menetap di Sunan 

Kalijaga Dalam No. 1, Dinoyo, Lowokwaru dan mengampu usaha rumah kostnya. 

Beliau sendiri merupakan pensiunan guru yang terakhir mengabdi di SMP 13 

Kota Malang, dalam masyarakat beliau juga merupakan pimpinan majelis ta‘lim 

kompleks perumahan Sunan Kalijaga Dalam. Pada tahun 2014 mendirikan usaha 

sewa kost dan dioperasikan tahun 2015 dengan jumlah 13 kamar. Kemudian, di 

tahun 2016 beliau memiliki 25 kamar yang disewakan, berbagai fasilitas 

ditawarkan yakni kamar mandi luar, wifi, air PDAM, dapur dan lain-lain. Biaya 

sewa yang ditawarkan yakni 6 juta per tahun, dengan omset kotor 150 juta per 

tahun. Biaya perawatan yang ditaksir mencapai 5 juta lebih karena beliau 

melakukan pengecatan ulang rumah setiap 3 bulan sekali.
108

 

Ketiga, ibu Yusita Priandari yang memiliki usaha rumah kost Jalan 

Simpang Sunan Kalijaga Blok Graha Cendana No. A2. Perempuan kelahiran 

Blitar Jawa Timur ini memulai usaha sewa kost sejak tahun 2011 saat beliau 

masih menempuh pendidikan tinggi di Universitas Brawijaya. Dan pada tahun 

2016 usaha rumah kostnya meningkat dengan jumlah 31 total kamar yang 

disediakan. Biaya sewa yang ditawarkan dengan fasilitas kamar mandi luar, dapur 

luar, wifi dan air adalah 500 per bulan. Sehingga total omset yang diperoleh nya 

15 juta bersih per bulan dan total omsel 130 juta bersih per tahunnya. Selain 

memiliki usaha sewa kost beliau juga memiliki usaha catering.
109

 

                                                 

108
Satina Puluhulawa, Wawancara Ke-2, 11 November 2021, 2, MP3 Format Sound (.mp3)., 1-2 

point 1-5. 
109

Yusita Priyandari, Wawancara Ke-3, 2 November 2021, MPEG-4 Audio (.m4a)., 1 point 1-5. 



64 

 

 

 

Keempat,  saudari Zuhria Oktafia seorang mahasiswa UIN Malang yang 

memiliki usaha kost di daerah Jl Mt Haryono 6b 877. Sebagai manajer pengelola 

yang mewakili pemilik yakni bapak Mustofa beliau menerangkan usaha kost 

dimulai dari tahun 2011 dengan jumlah kamar 6 dan satu rumah kontrakan yang 

berisikan 4 kamar. Sekarang, di tahun 2020 sudah ada 24 kamar dan yang siap 

beroperasi hanya 20 kamar. Untuk biaya sewa di tarif dengan harga 850 ribu per 

bulan dan 2 kamar seharga 1,2 juta dikarenakan fasilitas tambahan AC. Total 

penghasilan yang diperoleh dari usaha sewa kost adalah 14,7 juta per bulannya 

dan senilai 168 juta per tahun.
110

 

Kelima, saudara Favourita seorang mahasiswi UIN Malang semester akhir 

yang mengampu atau mengelola usaha orang tua yang memiliki kost di daerah  Jl. 

Sunan Muria gang II Blok C/4. Semenjak keluar dari ma‘had sunan Ampel Al- 

Aly pada tahun 2018 ini mengelola kost milik keluarga. Mahasiswi asal kediri ini 

sudah lama tinggal di Malang dengan saudara-saudaranya, sekarang dikarenakan 

orang tua berada di Kediri usaha rumah kost dipercayakan kepadanya. Untuk tarif 

sewa kost setiap bulan adalah 750 ribu dengan 2 kamar dengan fasilitas kamar 

mandi luar seharga 500 ribu. Usahanya kini memiliki omzet 8,5 juta per bulannya 

dan ditaksir setahun penghasilan 100 juta fasilitas yang disediakan untuk anak 

kostnya adalah wifi dan air sanyo, juga didapati dapur dengan set alat memasak 

yang memudahkan anak kost menghemat pengeluaran makan.
111

 

Keenam, ibu Hj. Anis Mufidiyanti, SH, M.Kn  beliau merupakan Kepala 

Bidang Dinas di Kota Batu. Memiliki usaha kostt di daerah Mt.Haryono Gg.6b 
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955-956 Dinoyo Malang. Lewat putrinya sekaligus pengelola bisnisnya bernama 

Novi saya melakukan wawancara virtual lewat WA dengan beliau karena 

kesibukan beliau yang tidak mempertemukan kita. Beliau memulai usaha rumah 

kost pada tahun 2019 dengan jumlah kamar 15. Harga sewa yang ditawarkan 

mulai dari 600 hingga 850 ribu per bulan, dan untuk biaya operasional perawatan 

mencapai 2,5 juta. Meskipun beliau menyampaikan omset yang didapat belum 

pasti akan tetapi bila ditaksir 9 juta per bulan sehingga perhitungan per tahunnya 

mencapai 108 juta bersih.
112

 

Ketujuh, bapak Dudin Fendi pemilik usaha Gg. 6 Jl. Gajayana No.577 c, 

Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 6514. Memulai usaha pada 

tahun 2015 dengan jumlah kamar 11 dengan biaya sewa 900 ribu per bulan. 

Bapak Dudin yang memiliki usaha toko bunga kaktus itu per bulan dari usaha 

kostnya meraih omset 9,9 juta per bulan atau 118 juta per tahun dan harus 

dipotong biaya kelola sejumlah 1,2 juta per bulannya.
113

 

C. Paparan Data 

1. Pemahaman Pemilik Rumah Kost Dinoyo, Lowokwaru, Malang 

Tentang Zakat Properti 

Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim, ia juga 

merupakan bentuk tanda terima kasih seorang hamba kepada Allah SWT. 

Kewajiban  untuk mengeluarkan zakat sendiri tidak lepas dari bentuk 

tanggung seorang hamba atas harta yang dititipkan Allah SWT kepadanya. 
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Tujuan pensyariatan zakat sendiri memiliki makna mendalam untuk 

memperkuat perekonomian umat Islam, karenanya dapat tercipta 

kemaslahatan umum demi agama pun juga Negara.
114

 Adanya kewajiban 

zakat tentunya telah dipahami oleh sebagian umat muslim karenanya juga 

merupakan rukun Islam. Berikut temuan dilapangan mengenai bagaimana 

pemahaman para pemilik rumah kost mengenai zakat properti, 

a. Informan Pertama  

„‟Loh!, memang ada ya kewajiban zakat rumah kost. Setahu saya 

cuman ada zakat mal. Saya dari awal mendirikan rumah kost sudah 

mendaftar pajak rumah kost. Meskipun latar belakang saya seorang 

Haji tapi jujur saya belum pernah mengetahui mengenai zakat rumah 

kost tersebut”
115

 

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan 

pertama belum tahu akan adanya kewajiban zakat rumah kost. Selama 

ini, tujuan beliau mengurangi harga rumah kost dari pasaran satu juta 

menjadi 750 ribu tulus untuk meringankan beban biaya hidup para 

mahasiswa yang tengah belajar dan niatnya bersedekah belum pernah 

meniatkan untuk zakat. Selain itu, sejak berdirinya rumah kost beliau 

pada tahun 2017 hingga rampung pembangunan 19 kamar pada tahun 

2018 beliau merupakan wajib pajak rumah kost yang rajin menyetor 

penghasilan kost senilai 5% kepada pihak Pemda Kota Malang. 

Informan pertama, mengutarakan ketidak tahuannya murni 

bukan karena tidak ingin mencari tahu, kesibukan beliau di bidang 
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kontraktor dengan relasi yang berkutat pada bisnis membuat beliau 

belum mendapat informasi dari orang-orang yang paham akan zakat. 

Beliau sendiri, menyinggung gelar beliau sebagai haji yang menyadari 

belum banyak mengetahui tentang hukum-hukum wajibnya zakat di 

bidang rumah kostt ini. Sejauh yang beliau pahami memang sebatas 

zakat mal yang nanti dari penghasilan beliau akan dipotong 2,5% 

untuk dikeluarkan zakatnya. 

b. Informan Kedua:  

“Ya, wajib zakat itu telah saya terapkan di berbagai hal, dan untuk 

rumah kost saya tahu akan kewajibannya jadi selalu diiniatkan untuk 

zakat, nggak nunggu setahun setiap ada”
116

 

Dari pernyataan beliau informan kedua selalu membiasakan 

untuk zakat, apapun itu diniatkan zakat dan cara mengeluarkannya 

juga seketika ketika didapatinya rezeki dari Allah SWT dalam bentuk 

apapun. Tidak pernah beliau mengikat penunaian zakat dari nisab dan 

haulnya. Bagi beliau berniat untuk zakat jangan berkutat pada 

perhitungan, karena sesuatu yang ditunda-tunda akan dituntut 

perhitungannya nantinya. Seperti halnya dalam wawancara yang kami 

lakukan, informan kedua menyatakan memang adanya wajib zakat, 

zakat dalam perspektif beliau lebih dominan dikeluarkannya uang yang 

detik itu dalam genggaman beliau wajib dikeluarkan zakatnya.  
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Namun, kerancuan pemahaman yang terjadi disini, dimana 

beliau tidak mengkhususkan adanya zakat rumah kost akan tetapi 

dipukul rata sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakat malnya. Selain 

itu, prinsip pemahaman beliau mengenai zakat sendiri memang tak 

lepas dari profil beliau yang merupakan lulusan pesantren, seorang 

pensiunan guru pun sekarang sebagai ustadzah yang memimpin 

majelis ta‘lim yang berada di kompleks perumahan sigura-gura. 

c. Informan Ketiga: 

“Saya mengetahui dari beberapa literasi akan wajibnya zakat rumah 

kost. Pendapatan untuk zakatnya juga disendirikan secara khusus, 

saya memakai pendapat yang hati-hati dengan memotong 5% dari 

seluruh pendapatan”
117

 

Informan ketiga, yang merupakan wiraswasta di bidang 

catering memiliki komunitas juga dalam infaq dan shadaqah kepada 

yatim piatu maupun masjid-masjid. Beliau merupakan fasilitator dalam 

penyaluran infaq, dalam keterangannya beliau mengungkapkan 

motivasi menolong untuk membantu anak yatim yang diutamakan 

karena profil anak yatim piatu yang tidak memiliki tempat untuk 

meminta. Meskipun demikian, rajinnya beliau dalam sedekah dan 

infaq tak menyurutkan beliau untuk mempelajari zakat. Beliau sendiri 

menyatakan terbilang orang yang umum, usaha beliau untuk 
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mempelajari zakat malah diupayakan dari membaca buku, website, 

mendengarkan kajian atau meminta bimbingan dari orang shaleh. Hasil 

keterangan wawancara bersama informan ketiga, menggambarkan 

beliau sudah memahami akan kewajiban zakat rumah kost yang 

memang harus dikeluarkan dari berbeda dengan hitungan shadaqah 

yang sering beliau kerjakan. Bahkan, untuk menunaikan zakat tersebut 

beliau sangat hati-hati, hingga menaikkan kewajiban zakat menjadi 5% 

dari penghasilan yang didapatkan yang terbilang lebih dari kewajiban 

zakat sebenarnya yang hanya 2.5%. Setiap tahun beliau menghitung 

sendiri pendapatan zakat hasil rumah kostnya untuk disampaikan 

kepada yang membutuhkan.  

d. Informan Keempat: 

“Kalau istilah zakat properti saya kurang tahu. Tapi dari ilmu yang 

saya dapat di perkuliahan dari abah juga selalu mengeluarkan zakat 

utamanya untuk rumah kost”
118

 

Kesadaraan akan rumah kost yang dilaksanakan oleh keluarga 

informan keempat, berasal dari pengetahuan yang diperoleh dari 

bangku perkuliahan apalagi background beliau yang merupakan 

mahasiswa Hukum Bisnis Syariah UIN Malang, juga pemahaman dari 

sesepuh mereka yakni kakek informan dari jalur ayah yang merupakan 

keluarga santri. Pelaksanaan zakat sendiri sudah lama diterapkan oleh 
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keluarga informan setelah lama keluarganya bergelut didunia bisnis 

showroom mobil dan menyadari keberkahan dan kewajiban 

menunaikan zakat. Beliau sendiri menjelaskan kewajiban zakat 

memang harus dikerjakan untuk memenuhi kewajiban zakat beliau dan 

keluarga melaksanakannya setiap sebulan sekali. Kewajiban zakat 

merupakan pelaksanaan yang tidak boleh ditunda-tunda. Selain 

mengutamakan bentuk wajib zakat, informan juga sering 

melaksanakan shadaqah kepada yang membutuhkan. 

e. Informan Kelima: 

“Saya sendiri kurang tahu mengenai zakat rumah kost, tapi orang tua 

selalu melakukan total pendapatan atas harta mereka. Saya disini 

hanya mengelola pembiayaan dan penarikan uang kost dan langsung 

disampaikan ke beliau. Pokoknya kalau total harta orang tua saya 

nggak ikut campur tapi saya pastikan beliau mengeluarkan 2.5% zakat 

mal setiap tahun”
119

 

Keterangan yang disampaikan informan kelima, beliau 

sebenarnya kurang begitu mengenal akan adanya zakat properti, sejauh 

ini yang dikenal adalah zakat mal. Sebagai pengelola rumah kost 

beliau hanya bertanggung jawab untuk mengkoordinir uang yang 

masuk dari para penyewa dan melakukan pembayaran pada perawatan 

rumah kost. Bahkan, terkadang informan merasa layaknya sebagai 

penyewa karena yang menghandle segala kekurangan dimonitor 

langsung oleh sang ayah sebagai pemilik. Mengenai penunaian zakat 

yang dilaksanakan orang tua beliau juga kurang paham. Andil beliau di 
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bidang pengelolaan aset keluarga memang terbilang tidak terlalu 

banyak. Namun, dengan jelas beliau mengatakan keluarganya telah 

memahami kewajiban dalam zakat mal. Keluarganya setiap tahun 

melaksanakan zakat rumah kost sebesar 2.5% dari total seluruh harta 

yang dia punya yang bisa dibilang zakat rumah kost include atau 

masuk kedalamnya. 

f. Informan Keenam: 

“Saya baru tahu dari mbak kalau ada zakat rumah kost dan saya 

belum memahaminya”
120

 

Berdasarkan pernyataan informan keenam, baru pertama kali 

mendengar akan kewajiban zakat dari saya selaku peneliti yang 

melakukan wawancara. Beliau selama ini tidak pernah menunaikan 

zakat akan tetapi disalurkan dalam bentuk lain sejenis shadaqah. 

Kewajiban zakat yang beliau pahami sejauh ini hanya sebatas 

penunaian zakat fitrah yang dilaksanakan setahun sekali. Selama ini 

beliau condong lebih melaksanakan sedekah yang terbilang sunnah. 

Lingkungan kerja beliau yang merupakan kepala dinas di daerah batu 

juga dalam pengelolaan rumah kostnya diwakilkan kepada orang 

kepercayaan. Sehingga rumah kost dijadikan sebagai aset bisnis, yang 

belum tahu menahu akan kewajiban akan zakatnya. 
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g. Informan Ketujuh: 

“Setahu saya tidak ada zakat properti, tapi saya yakin rumah kost 

sesuai video Konsultasi Syariah yang saya pelajari ada kewajiban 

untuk zakat rumah kost”
121

 

Meskipun secara tidak langsung istilah zakat properti tidak ada 

dalam pemahaman ketujuh. Beliau berdasarkan referensi ilmu dalam 

video konsultasi syariah beliau memahami bahwasanya rumah kost 

wajib dizakati dan dizakatkan 2.5% dari total pendapatan sewa. 

Sebagai wiraswasta di bidang usaha menjual tanaman hias kaktus, 

informan ketujuh menyatakan bahwasanya usaha beliau untuk 

mempelajari zakat rumah kost. Kajian dalam Yufid TV beliau jadikan 

referensi sebagai pedoman untuk melaksanakan kewajiban zakat. 

Sadarnya beliau akan aset yang harus dikeluarkan zakatnya tersebut 

merupakan bentuk motivasi untuk mempelajari hukumnya. 

2. Implementasi Pembayaran Zakat Properti Pemilik Rumah Kost 

Dinoyo, Lowokwaru, Malang 

a. Informan Pertama: 

“Jadi gini saya pahami sedekah itu luar biasa, masjid anak 

yatim, TK Insan Madani milik sendiri. Saya juga sebenarnya 

donatur tetap Nurul Anbiya‟, al-Kahfi, yang jelas saya sisihkan itu 

sifatnya tetap dan ada pengurus yang mengabari. Kalau yang 

insidentil seperti halnya sedekah al-Qur‟an atau apapun itu lah kita 

berikan harus disampaikan. Kalau adanya zakat ini benar adanya, 
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nah jadi kita harus meniatkan kesana akan zakat kost ini kan 

setahun sekali dengan wajib 2,5% sebenarnya nilainya ndak ada 

apa-apanya jika dibandingkan dengan sedekah untuk anak kost. 

Akan tetapi niatnya belum kesana, kalau dikalkulasi hasil dari 2 

anak kamar dalam dan luar ada sekitar 1.350 ribu yang di free kan 

itu bisa menutupi sekitar 120 juta penghasilan dengan 3 juta wajib 

zakatnya, tapi memang niat saya belum terbentuk kesana. Jadi 

lininya sendiri satu untuk anggota sendiri dan yang lain untuk panti 

asuhan, TK Insan Madani, dan al- Kahfi maupun sedekah yang 

insidental. Hanya saja belum diniatkan untuk di stempel zakat 

mal”
122

 

Dari kutipan tersebut sangat jelas informan pertama, belum 

tahu akan adanya kewajiban zakat rumah kost. Selama ini bentuk 

pengamalan yang istiqomah dilaksanakan adalah sedekah baik di 

masa sulit atau tidak. Sedekah yang beliau berikan diutamakan 

kepada anggota sendiri yakni para penyewa kost yang mendapatkan 

banyak potongan harga dari pasaran bahkan jika ditotal jumlah yang 

dikeluarkan terbilang melebihi wajib zakat. Selain itu, pada tahun 

2018 sejak beroperasinya rumah kost beliau, secara jelas beliau 

menyatakan rutinnya membayar pajak rumah kost pada Pemda Kota 

Malang sebanyak 5 % dari penghasilan beliau. Rute sedekah yang 

dilaksanakan oleh beliau sendiri TK Insan Madani dan Panti Asuhan 

Al Kahfi. 

b. Informan kedua: 

“Ramadhan dan dzulhijjah untuk lingkungan wajib sembako 

dan setelah itu baru pondok-pondok.Saya juga punya program 

setiap bulan anak-anak saya ajak ngaji dengan pesan kepada 

mereka akan tanggung jawab, saya pemilik kost dengan mereka. 

Dan masalah pacaran seperti membina kekeluargaan ke anak kost. 

Dan saya jamu makan malam, untuk ramadhan saya siapkan buka 
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puasa selalu. Pengelolaan kost itu memang harus gitu bagi saya, 

jangan hanya mau uangnya ya kita harus selalu mengayomi anak 

kost.”
123

 

Dari pernyataan beliau ibu Satina selalu membiasakan untuk 

zakat, apapun itu diniatkan zakat dan cara mengeluarkannya juga 

seketika ketika didapatinya rezeki dari Allah SWT dalam bentuk 

apapun. Tidak pernah beliau mengikat penunaian zakat dari nisab 

dan haulnya. Bentuk zakat  yang beliau sampaikan adalah membantu 

perekonomian keluarga dekat dan jauh, setiap puasa beliau mengajak 

anak kostnya untuk buka bersama hal tersebut disampaikan oleh 

Desi Nuraini selaku anak kostnya, berbagi sembako setiap 

Dzulhijjah dan Ramadhan.juga melakukan perjamuan terhadap 

orang puasa dengan menyediakan jamuan berbuka puasa. 

c. Informan ketiga: 

“Saya mengetahui dari beberapa literasi akan wajibnya zakat 

rumah kost. Pendapatan untuk zakatnya juga disendirikan 

secara khusus, saya memakai pendapat yang hati-hati dengan 

memotong 5% dari seluruh pendapatan”
124

 

Informan ketiga, alhamdulillah sudah memahami akan 

kewajiban zakat rumah kost. Bahkan, untuk menunaikan zakat 

tersebut beliau sangat hati-hati hingga menaikkan kewajiban 

zakat menjadi 5% dari penghasilan yang didapatkan. Beliau 
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menyalurkan zakat tersebut kepada beberapa panti asuhan sejak 

tahun 2016. Diantara panti asuhan adalah Panti Asuhan Salman 

Gasek, Taqwa Al- Qalbi Jalan Jaya Agung, As Salam Shabuur 

Sengkaling, dan Amal Sholeh Lil Mukminin itu di Joyo Agung. 

Bentuk sedekah berupa barang kebutuhan anak-anak panti, 

makan gratis setiap senin, rabu, dan jum‘at untuk anak panti, 

gojek, juga masjid terdekat. 

d. Informan keempat: 

“Kalau istilah zakat properti saya kurang tahu. Tapi dari ilmu 

yang saya dapat di perkuliahan dari abah juga selalu 

mengeluarkan zakat utamanya untuk rumah kost. Disalurkan 

kepada tetangga kurang mampu dan petugas kebersihan setempat 

minimal 1 juta setahunnya”
125

 

Kesadaraan akan rumah kost yang dilaksanakan oleh 

keluarga informan berasal dari pengetahuan yang diperoleh dari 

bangku perkuliahan juga pemahaman dari sesepuh mereka yakni 

kakek saudari Zuhria. Pelaksanaan zakat sendiri sudah lama 

diterapkan oleh keluarga Zuhria setelah lama keluarganya 

bergelut didunia bisnis showroom mobil dan menyadari 

keberkahan dan kewajiban menunaikan zakat. Cara 

menyampaikan zakat adalah kepada tetangga yang fakir dan juga 

para petugas kebersihan. Selain itu, keluarga beliau juga 

memiliki standar minimal uang satu juta rupiah wajib 

dikeluarkan setiap bulannya untuk menunaikan zakat. Tidak 
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menunggu momen setahun sekali bentuk pembiasaan bulanan ini 

untuk mengantisipasi pembayaran zakat yang lebih aman. 

e. Informan kelima: 

“Saya sendiri kurang tahu mengenai zakat rumah kost, tapi 

orang tua selalu melakukan total pendapatan atas harta mereka. 

Saya disini hanya mengelola pembiayaan dan penarikan uang kost 

dan langsung disampaikan ke beliau. Pokoknya kalau total harta 

orang tua saya nggak ikut campur tapi saya pastikan beliau 

mengeluarkan 2.5% zakat mal setiap tahun. orang tua biasanya 

memberikan kepada tetangga yang membutuhkan juga kepada 

fakir miskin.”
126

 

Keterangan yang disampaikan informan kelima, dengan 

jelas keluarganya telah memahami kewajiban akan zakat rumah 

kost yang masuk dalam zakat mal. Keluarganya setiap tahun 

melaksanakan zakat rumah kost sebesar 2.5% dari total seluruh 

harta yang dia punya. Disampaikan kepada tetangga yang 

membutuhkan setiap membutuhkan jika ada dan juga fakir 

miskin. 

f. Informan keenam: 

“Saya baru tahu dari mbak kalau ada zakat rumah kost dan 

saya belum memahaminya. Kalau sedekah sering dilakukan 

biasanya disampaikan kepada orang tua, yatim piatu juga 

orang yang membutuhkan”
127

 

Berdasarkan pernyataan beliau informan keenam, baru 

pertama kali mendengar akan kewajiban zakat dari saya selaku 

peneliti yang melakukan wawancara. Beliau selama ini tidak 

pernah menunaikan zakat namun disalurkan dalam bentuk lain 
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sejenis shadaqah. Penyampaian shodaqoh biasanya disampaikan 

kepada orang tua, yatim piatu dan juga orang-orang yang 

membutuhkan. 

g. Informan ketujuh: 

“Setahu saya tidak ada zakat properti, tapi saya yakin 

rumah kost sesuai video Konsultasi Syariah yang saya 

pelajari ada kewajiban untuk zakat rumah kost. Untuk 

implementasi saya menerapkan sesuai video artinya 

seluruh hasil sewa dihitung berulang dipotong 2.5% untuk 

zakat, akan tetapi dikurangi tanggungan utang dan 

kebutuhan keluarga juga. Kalau kepada siapa diberikan 

saya utamakan keluarga dari kedua orang tua yang telah 

meninggal.”
128

 

Meskipun secara tidak langsung istilah zakat properti tidak 

ada dalam pemahaman informan ketujuh. Beliau berdasarkan 

referensi ilmu dalam video konsultasi syariah beliau memahami 

bahwasanya rumah kost wajib dizakati dan dizakatkan 2.5% dari 

total pendapatan sewa setelah dikurangi hutang dan tanggungan 

kebutuhan hidup. Selain itu penyampaian zakat diutamakan 

keluarga dekat yang membutuhkan. 

C. Analisis Paparan Data 

1. Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Rumah Kost Dinoyo, 

Lowokwaru, Malang Tentang Zakat Properti 

Tentang kewajiban zakat ini para ulama dengan selisih pahamnya 

memiliki dua argumen. Pendapat pertama, tidak mewajibkan zakat atas 

properti dikarenakan pada zaman Rasulullah SAW tidak ada percontohan 
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zakat tersebut juga dalam al-Qur‘an tidak pernah diungkapkan. Pendapat 

dari ulama kontemporer Yusuf Qardhawi mewajibkan zakat properti ini 

dikarenakan sebab „illah yang sama yakni berkembang dan untuk 

mensucikan harta. Yusuf Qardhawi dalam menentukan hukum zakat 

properti yang tidak didapati dalam Nash adalah sebagai berikut: 

Pertama, Sesungguhnya keumuman yang ada dalam Nash al- 

Qur‘an dan Hadits Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya di setiap 

harta titipan yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya. 

Kedua, Zakat wajib atas barang yang dapat berkembang atau 

menghasilkan. Seperti halnya properti rumah kost yang dapat berkembang 

dengan adanya penghasilan atas sewa yang dilakukan, oleh karena itu 

logis jika zakat properti hasil sewa rumah kost dikenakan wajib zakat. 

Ketiga, Maksud dari pensyariatan zakat adalah sebagai bentuk 

penyucian pemilik harta, penyantunan terhadap fakir miskin, dan 

keikutsertaan dalam membela agama Islam. Maka konsekuensi logis 

tercipta, jika adanya kewajiban zakat atas petani gandum, petani apel dan 

pemilik pabrik dan usaha lainnya wajib akan penunaian zakat.
129

 

Mengenai zakat properti rumah kost ini, pengetahuan akan 

kewajiban zakat atas properti rumah kost memang belum banyak familiar 

diketahui, apalagi banyak ulama yang belum sepakat terhadapnya. Namun, 

perlu dipahami beracuan pada pendapat imam Yusuf Qardhawi zakat atas 

properti rumah kost wajib untuk dikeluarkan dengan ‗illat tersebut. 
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Berdasarkan hasil paparan data mengenai pemahaman zakat sendiri dinilai 

bukan hanya dari tahu mengenai istilah zakat properti rumah kost sendiri, 

akan tetapi lebih dinilai pada praktis pemahaman kepada siapa harus 

diberikan zakat, kapan dilaksanakan pun mengenai posisinya wajib atau 

tidak membayar zakat. Berikut hasil pemahaman zakat para pemilik rumah 

kost Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang: 

Tabel 4.1. 

Pemahaman Zakat Properti Rumah Kost 

No. Nama Paham Kurang 

Paham 

Tidak Paham 

1.  Informan Pertama   √ 

2.  Informan Kedua  √  

3.  Informan Ketiga √   

4.  Informan 

Keempat 

√   

5.  Informan Kelima √   

6.  Informan Keenam   √ 

7.  Informan Ketujuh √   

 

Penilaian dalam analisis ini menggambarkan penilaian terhadap 

Informan pertama maupun keenam memang belum pernah menunaikan 

dan melaksanakan zakat properti rumah kost karena kurangnya 

pengetahuan. Dari kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 

ketidaktahuan para informan merupakan sebab dari kurangnya usaha 

informan untuk menggali informasi mengenai zakat properti sendiri. 

Apabila dilihat dari latar belakang beliau yang telah berhaji dan latar 

belakang pendidikan serta profesi yang mapan sebagai kontraktor 

sekaligus pegawai PLTU Probolinggo dan Kepala Dinas Kota Batu, 
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seharusnya untuk mengakses informasi dan motivasi menggali informasi 

harusnya lebih diupayakan. Akan tetapi, peneliti tidak bisa menafikan 

karena lingkungan kerabat dan pertemanan informan memang menjadi 

salah satu penghambat motivasi untuk mencari informasi mengenai zakat 

properti karena lingkungan korporat umum. Sehingga menyebabkan 

pengetahuan informan hanya sebatas kewajiban zakat fitrah dan zakat mal 

secara umum. 

Sedangkan, informan kedua meski telah memahami akan 

kewajiban zakat akan tetapi praktek yang dijalankan kurang bisa mengena 

karena pihak mustahiq yang terbilang acak dan kurang sesuai kriteria yang 

diberikan oleh Yusuf Qardhawi. Peneliti memberikan apresiasi terhadap 

informan kedua, meski terbilang dalam melaksanakan zakat tidak sesuai 

dengan koridor Yusuf Qardhawi, informan tetap menjalankan zakat atas 

hartanya tanpa berpatokan pada nisab dan haul zakat properti, akan tetapi 

langgeng dijalankan setiap ada penghasilan. 

Sedangkan para informan lainnya, patut disyukuri karena praktek 

yang dilaksanakan masuk dalam koridor zakat properti rumah kost Yusuf 

Qardhawi. Keingintahuan mengenai praktek zakat properti rumah kost 

diupayakan lewat mencari kajian lewat website dan youtube Mufid TV, 

oleh informan ketiga dan ketujuh. Pelaksanaan yang hati-hati dan 

istiqomah selalu diupayakan. Mengenai informan keempat dan kelima, 

karena latar belakang pendidikan di kampus Islam Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang turut menjadi sumber pengetahuan 
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akan zakat properti rumah kost juga lingkungan keluarga yang merupakan 

santri. 

Kesimpulan yang diperoleh pada analisis ini, pemahaman para 

informan mengenai zakat properti rumah kost sangat dipengaruhi oleh dua 

hal yakni berkaitan dengan motivasi dan yang kedua adalah tentang 

lingkungan. Faktor motivasi untuk mengetahui kewajiban akan zakat 

rumah kost yang dimiliki seyogyanya harus ditumbuhkan, terlebih dengan 

status sosial yang tinggi di masyarakat diharapkan para informan dapat 

bertanggung jawab untuk menjadi tauladan bagi yang lain untuk 

menjalankan kewajibannya dalam bentuk zakat properti rumah kost. 

Faktor kedua merupakan lingkungan, lingkungan memiliki peran besar 

dalam informasi yang kita peroleh. Lingkungan dapat menggiring 

pemahaman terhadap lingkup pembicaraan yang sering diungkapkan juga 

pembiasaan yang dilakukan dan kebanyakan berkumpul dengan orang 

yang paham ilmu agama terutama tentang zakat dapat mempengaruhi 

pemahaman kita terkait zakat properti rumah kost.  

2. Analisis Implementasi Pembayaran Zakat Properti Pemilik Rumah 

Kost Dinoyo, Lowokwaru, Malang 

Pertama, zakat dinilai dan disamakan dengan zakat dagang. 

Menurut pendapat ini pemilik gedung yang diinvestasikan, kapal terbang, 

dan kapal laut dagang dan sejenisnya diperlakukan seperti halnya pemilik 

barang dagang. Berdasarkan hal tersebut gedung harus dinilai harganya 
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setiap tahun kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang ada, barulah 

dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% seperti zakat dagang.  

Kedua, dikeluarkannya zakat dari hasil investasi yang sudah 

diterima, sebagai zakat uang. Pengambilan zakat ini tidak dipungut dari 

total harga setiap tahun, tetapi dipungut dari keuntungan dan hasil 

investasi. Menurut Imam Ahmad tentang orang yang menyewakan 

rumahnya dan menerima sewanya ia harus mengeluarkan zakatnya bila ia 

mempergunakan hasil sewa tersebut. Sesuai dengan pendapat al- Hasyr fi 

Mazhab an- Nashir dimana disebutkan bahwa toko, rumah, barang-barang 

yang disewakan bila sewanya mencapai 200 dirham dalam setiap 

pendapatan per bulan, maka zakatnya adalah 2.5% dan apabila tidak cukup 

nisab maka tidak ada zakatnya.
130

 

Pendapat mutakhir, dizakatkan labanya sebagai zakat hasil 

tanaman dan buah-buahan. Pendapat ini mengutip pemikiran Abu Zahra, 

Abd Wahab Khalaf, dan Abd Rahman Hasan, karena pembagian kekayaan 

ada tiga macam yakni: 1) kekayaan pribadi seperti rumah dan simpanan 

makanan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. 2) kekayaan yang dimiliki 

untuk memperoleh keuntungan yang tersimpan dalam tabungan adalah 

wajib zakat, dan 3) kekayaan yang tidak jelas fungsinya, seperti perhiasan 

ataupun ternak yang dipekerjakan dan dikembangkan. Berdasarkan hal 

tersebut gedung-gedung dan alat industri yang tetap dikenakan zakat atas 
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hasilnya tidak disertakan modalnya. Dari hasil investasi atau sewa bisa 

diambil 5% dari total hasil kotor atau 10% dari hasil bersihnya.
131

 

   ۗ ِْ ِْ ػِٔ٘ذَ سَثِّهِ ُٛ ِْ اَخِشُ ًّٰىحَ َُهُ ِّٰىحَ وَاّٰرَىُا اُضٖ ُٓىا اُصٖ ُِٔٔىا اُصِّٰٓٔحّٰذٔ وَاَهَب َُٓ٘ىِا وَػَ َٖ اّٰ َّ اَُّزَِٔ إ أ

٧٢٢ - َٕ ِْ ََحِضَُٗىِ ُٛ ِْ وََُب   وََُب خَىِفْ ػََُِِهِ

Artinya: “Sungguh orang-orang yang beriman 

mengerjakan kebaikan, melaksanakan shalat, dan 

menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 

Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak 

bersedih hati.” (Q.S Baqarah: 277) 

Yusuf Qardhawi sangat setuju terhadap pendapat yang mutakhir 

beliau memberikan catatan bahwasanya penganalogian gedung-gedung 

yang disewakan semisal rumah kost dengan tanah pertanian tidak tepat. 

Penganalogian yang paling tepat beliau ungkapkan dengan zakat dalam 

bentuk uang sewa. Oleh karenanya, penentuan nisab zakat yakni 200 

dirham  yang setara dengan 595 gram  atau senilai Rp. 6.247.500
132

 perak 

dari hasil sewa per bulan, sehingga baru diambil 2.5% zakatnya. Dan dapat 

ditunaikan setiap ia mendapatkan laba atau penghasilan atas sewanya 

tersebut 

Dari konsep zakat Yusuf Qardhawi, informan pertama jelas belum 

mengetahui mengetahui mengenai zakat properti. Jika ditaksir pendapat 

per bulan senilai 11,4 juta melebihi nisab yang hanya 6,5 juta makadarinya 

wajib mengeluarkan zakat karena juga memenuhi nisab untuk zakat 

properti rumah kost Yusuf Qardhawi. Akan tetapi meski kurangnya 

pemahaman akan zakat beliau istiqomah  mengamalkan shodaqoh baik 

                                                 

131
 Qaradawi et al, 450-453. 

132
 ‗Harga Perak Dalam Rupiah Indonesia‘.  
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kepada fi sabilillah para mahasiswa, yatim piatu dan tetangga yang 

membutuhkan. Bahkan yang beliau niatkan mengurangi harga sewa kost 

bila ditotal sesuai harga pasaran mencapai 6.7 juta yang melebihi wajib 

zakatnya bila diniatkan. Beliau sendiri meniatkan dari pengetahuannya 

sekarang akan melaksanakan zakat properti tanpa mengurangi sedekah 

yang telah beliau istiqomahkan sebelumnya. 

Informan kedua, dengan pendapatan per tahun 150 juta sudah jelas 

mengetahui akan adanya kewajiban zakat dan memang berkewajiban zakat 

karena hasil sewa rumah kostnya mencapai nisab. Namun kejelasan 

kisaran berapa yang dizakatkan tidak dapat diketahui karena beliau sendiri 

meniatkan zakat tanpa mengikat nisab dan haulnya. Berapa jumlah persen 

dari hasil yang dikeluarkan juga kurang jelas. Penyampaian zakat sendiri 

terbilang pada lingkungan perumahan yang dilihat merupakan orang 

mampu, meskipun sebagian disampaikan pada pondok pesantren dalam 

kategori fi sabilillah. 

Informan ketiga, memiliki literatur baik mengenai pelaksanaan 

zakat properti rumah kost. Bahkan beliau termasuk orang yang berhati-hati 

hingga meningkatkan zakatnya 5% dari penghasilan yang ada. Dengan 

jumlah penghasilan bersih senilai 130 juta sudah diupayakan untuk 

diniatkan secara langsung untuk zakat untuk rumah kost. Selain itu jumlah 

penghasilan bulanan mencapai belasan juta yang memang jauh melebihi 

nisab. Penyempaian zakat pun sudah jelas kepada mustahiq yang berhak 

yakni yatim piatu dalam kategori fakir. 
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Informan keempat, telah melaksanakan wajib zakat properti sesuai 

dengan pendapat Yusuf Qardhawi. Nilai pendapatan per bulan mencapai 

14,7 juta beliau keluarkan zakatnya senilai satu juta kepada para tukang 

sapu atau kebersihan dan tetangga yang fakir. Padahal jika dikonversikan 

2.5% dari 14,7 juta hanya senilai 367.500 rupiah wajib zakatnya.  Tapi 

jelas informan keempat memang menyadari akan kewajiban akan zakat 

properti rumah kost sendiri. 

Informan kelima, menyampaikan keluarganya yakni kedua orang 

tua selalu mengeluarkan zakat mal atas seluruh hartanya setiap tahun yang 

diambil dari 2.5% keseluruhan harta yang dimiliki. Yang disampaikan 

kepada tetangga yang fakir artinya telah sesuai dengan ketentuan Yusuf 

Qardhawi. Jika dilihat dari penghasilan informan kelima sudah jelas dalam 

kategori wajib zakat bila dalam perspektif Yusuf Qardhawi. 

Informan keenam, menyampaikan belum mengetahui sama sekali 

mengenai kewajiban zakat properti. Akan tetapi beliau sering bersedekah 

kepada orang tua, yatim piatu juga orang-orang yang membutuhkan. Akan 

tetapi tetap beliau yang merupakan wajib zakat karena penghasilan 

bulanannya mencapai 9 juta bersih harusnya menunaikan kewajibannya 

untuk zakat atas properti rumah kost. 

Informan ketujuh, menyampaikan pemahaman zakatnya sesuai 

kajian konsultasi syariah yang sama dengan penuturan Yusuf Qardhawi, 

pelaksanaan 2.5% dari total hasil sewa diberikan kepada keluarga sendiri. 

Penghasilan bulanan beliau yang didapat juga mencapai 9.9 juta yang 
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sudah melebihi kategori nisab zakat atas rumah kost menurut imam Yusuf 

Qardhawi. 

Dari hasil analisis tersebut peneliti menyimpulkan pemahaman 

para pemilik kost akan zakat properti dalam analisis perspektif Yusuf 

Qardhawi: 

Tabel 4.2 

Implementasi Zakat Properti Rumah Kost 

No. Nama Mengeluarkan 

Zakat 

Tidak 

Mengeluarkan 

Zakat 

Keterangan 

1.  Informan 

Pertama 

 √ Menyalurkan 

Shodaqoh karena 

belum tahu zakat 

properti 

2.  Informan 

Kedua 

 √ Menunaikan 

zakat akan tetapi 

ketentuannya 

belum masuk 

perspektif Yusuf 

Qardhawi 

3.  Informan 

ketiga 

√  - 

4.  Informan 

Keempat 

√  - 

5.  Informan 

Kelima 

√  - 

6.  Informan 

Keenam 

 √ Shadaqah karena 

belum tahu 

kewajiban zakat 

properti 

7.  Informan 

Ketujuh 

√  - 

 

Dari paparan analisis yang diperoleh jumlah informan yang 

melaksanakan zakat properti rumah kost terbilang banyak karena hampir 

57% informan melaksanakan zakat properti rumah kost. Sangat 
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disayangkan, sebenarnya 43% informan yang belum melaksanakan zakat 

merupakan wajib shadaqah yang ketika dikalkulasi jumlah shadaqah 

mereka melebihi kewajiban zakat.  

Dan berdasarkan teori implementasi yang peneliti jadikan acuan. 

Keadaan indikator yang ada di lapangan adalah sebagai berikut: 

Pertama komunikasi, adanya perintah akan kewajiban zakat sendiri 

secara informatif telah disampaikan melalui berbagai media baik website 

dan juga youtube salah satunya channel youtube Mufid TV akan tetapi 

tidak semua informan menyempatkan untuk menggali informasi lewat 

peranti yang telah tersedia. Namun, seyogyanya beberapa lembaga zakat di 

lingkungan dinoyo seperti halnya el-Zawa Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang dan lainnya melalui volunter diharapkan 

dapat mengedukasi lewat pintu ke pintu kepada para pemilik rumah kost di 

Kelurahan Dinoyo mengenai zakat properti rumah kost, mengingat 

pentingnya menjalankan kewajiban zakat terlebih peran penting zakat 

dalam menumbuhkan perekonomian Islam. 

Kedua, Sumber Daya Manusia di Kelurahan Dinoyo sendiri 

banyak yang berpotensi dan masuk dalam kategori muzakki zakat properti 

rumah kost. Akan tetapi, secara tidak langsung potensi paa muzakki 

terletak pada pemahaman mereka mengenai zakat properti rumah kost 

yang dipengaruhi motivasi dan juga lingkungan. Selain itu, hal ini juga 

berkaitan dengan indikator ketiga mengenai disposisi yang merupakan 

komitmen dari muzakki untuk istiqomah menjalankan atau 
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mengimplementasikan zakat properti rumah kost. Kemudian, dari hasil 

wawancara yang diperoleh para informan yang belum melaksanakan zakat 

rumah kost sendiri telah meniatkan untuk menjalankan zakat rumah kost 

dan hal ini dapat di tindaklanjuti oleh lembaga zakat terkait. 

Yang terakhir adalah struktur birokrasi, sejauh ini pemerintah 

lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 

telah menginformasikan regulasi tentang kewajiban zakat. Pemerintah juga 

telah mendirikan Badan Amil Zakat Nasional yang kini dibawahnya telah 

beroperasi Badan Amil Zakat Tingkat Kota dan Kabupaten di seluruh 

Indonesia yang mencapai ratusan. Namun, peran serta dalam penegakkan 

zakat dinilai belum maksimal karena regulasi yang tersuguh bentuknya 

hanya informasi kewajiban zakat tanpa ada sanksi dalam kelalaian 

penunaian zakat sehingga para pemilik rumah kost di samping tidak tahu 

akan kewajibannya juga menjadi abai padahal mayoritas penduduk 

Indonesia merupakan Islam. Seyogyanya, pemerintah memberikan 

regulasi tertata mengenai penunaian zakat. Selain itu, berkaitan dengan 

adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang 

Pajak Daerah yang berkaitan dengan rumah kost harus memiliki toleransi 

terhadap para pemilik rumah kost yang telah menunaikan zakat. 

Peneliti memberikan solusi mengenai implementasi zakat, zakat 

sendiri tidak dapat digantikan dalam bentuk shadaqah maupun pajak, maka 

dari itu peneliti menyarankan para wajib zakat mengubah niat dengan 

mendahulukan niat zakat atas properti rumah kost dan menyampaikan 
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pada mustahiq yang berhak. Cara implementasi paling mudah dengan 

cukup mengambil 2,5% dari penghasilan sewa rumah kost dan dapat 

dibayar bulanan tidak perlu menunggu haul. Pemilik dapat menaksir 

penghasilan bulanan kost yang mencapai nisab yakni senilai 6,5 juta rupia. 

Apabila ingin berhati-hati dalam melaksanakannya para pemilik rumah 

kost dapat mengeluarkan zakat senilai 5%.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman dan 

implementasi pembayaran zakat properti oleh pemilik rumah kost di 

daerah Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dapat 

disimpulkan bahwasanya: 

1. Mengenai pemahaman akan zakat properti rumah kost di 

Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang lima 

informan sependapat dengan Yusuf Qardhawi akan adanya 

kewajiban membayar zakat properti rumah kost. Pemahaman para 

informan mengenai kewajiban zakat properti banyak dipengaruhi 

oleh pendidikan yang diperoleh para informan  dan juga dari 

beberapa ulama terdekat dengan informan yang menyampaikan 

pengetahuan tersebut. Selain dari itu, rasa ingin tahu para informan 

juga turut mempengaruhi sampainya pengetahuan akan zakat 

rumah kost kepada informan. Informan pertama maupun keenam 

memang belum pernah menunaikan dan melaksanakan zakat 

properti rumah kost karena kurangnya pengetahuan. Sedangkan, 

informan kedua meski telah memahami akan kewajiban zakat akan 

tetapi praktek yang dijalankan kurang bisa mengena karena pihak 

mustahiq yang terbilang acak dan kurang sesuai kriteria. 

Sedangkan yang lainnya, patut disyukuri karena praktek yang 
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dilaksanakan masuk dalam koridor zakat properti rumah kost 

Yusuf Qardhawi. Sebenarnya solusi yang dapat ditawarkan adalah 

dengan menyebarkan literasi pengetahuan mengenai wajibnya 

zakat properti ini dalam pandangan Imam Yusuf Qardhawi. 

2. Mengenai implementasi zakat properti yang dilaksanakan oleh para 

informan pemilik rumah kost sejalan dengan penyampaian Yusuf 

Qardhawi yakni: Yusuf Qardhawi sangat setuju terhadap pendapat 

yang mutakhir beliau memberikan catatan bahwasanya 

penganalogian gedung-gedung yang disewakan semisal rumah kost 

dengan tanah pertanian tidak tepat. Penganalogian yang paling 

tepat beliau ungkapkan dengan zakat dalam bentuk uang sewa. 

Oleh karenanya, penentuan nisab zakat yakni 200 dirham  yang 

setara dengan 595 gram  atau senilai Rp. 6.247.500 per bulan.
133

 

perak dari hasil sewa, baru diambil 2.5% zakatnya. Dari paparan 

analisis yang diperoleh jumlah informan yang melaksanakan zakat 

properti rumah kost terbilang banyak karena hampir 57% informan 

melaksanakan zakat properti rumah kost. Sangat disayangkan, 

sebenarnya 43% informan yang belum melaksanakan zakat 

merupakan wajib shadaqah yang ketika dikalkulasi jumlah 

shadaqah mereka melebihi kewajiban zakat. Zakat sendiri tidak 

dapat digantikan dalam bentuk shadaqah maupun pajak, maka dari 

itu peneliti menyarankan para wajib zakat mengubah niat dengan 
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mendahulukan niat zakat atas properti rumah kost dan 

menyampaikan pada mustahiq yang berhak. Cara implementasi 

terbilang mudah dikarenakan cukup mengambil 2,5% dari 

penghasilan sewa rumah kost setiap bulan dan dapat dibayar 

bulanan tidak perlu menunggu haul.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti dapat 

kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemilik usaha rumah kost wajib mempelajari dan memahami akan 

kewajiban menunaikan zakat properti rumah kost, karena sejatinya konsep 

zakat adalah bentuk penyucian seorang pemilik harta atas dirinya lewat 

harta yang dititipkan kepadanya. Selain itu, ibadah zakat juga memiliki 

kontribusi yang besar untuk membantu kesejahteraan ekonomi umat Islam.  

2. Penelitian ini hanya memiliki tujuh informan saja, sehingga pembahasan 

zakat properti ini hanya terbatas pada tujuh informan tersebut. Maka 

disarankan kepada peneliti selanjutnya dapat memperbanyak jumlah 

informan dengan kriteria yang sesuai sehingga kesimpulan dapat ditarik 

prosentase yang akurat. 

3. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 

perspektif Yusuf Qardhawi, peneliti dapat menggunakan pendapat ulama-

ulama Fiqh lain untuk  memperkuat analisis. 
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